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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap 

Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Safar Perspektif Hukum 

Islam” merupakan penelitian yang dilakukan di Desa Suci Kecamatan Manyar 

Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. 

Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pantangan pelaksanaan 

pernikahan di bulan safar di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 

?, 2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat 

tentang pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan safar di Desa Suci 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ? 

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan 

dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis mengunakan 

metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut tokoh masyarakat di desa 

Suci mengenai pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan safar ini hanyalah 

Pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat 

setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini 

hingga sekarang. Ketidak beranian masyarakat dalam melanggar pantangan 

pelaksanaan pernikahan di bulan safar bukan berarti masyarakat tersebut 

mengimani pantangan tersebut. Kemudian berdasarkan hasil analisis 

menggunakan perspektif hukum Islam dengan menerapkan ‘urf ke dalamnya, 

karena dalam pantangan pelaksanan pernikahan di bulan safar di desa Suci 

merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat di terimanya ‘urf. Hal ini 

berdasarkan dua aspek yaitu: Pertama,  jika dilihat dari segi keabsahannya 

termasuk kategori „Urf Shahih. Kedua, jika dilihat dari segi obyeknya termasuk 

kategori Urf al-‘amalī. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka masyarakat Desa Suci 

hendaknya memahami secara benar tentang syarat nikah dan larangan 

perkawinan dalam hukum Islam, sehingga lebih luas pemahaman dan 

pengetahuan dalam hal perkawinan. Agar bisa membedakan mana yang patut 

diikuti dan tidak. Selanjutnya, Tokoh agama sebagai panutan masyarakat 

hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga, dapat memilah dan 

memilih mana tradisi yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang tidak 

seharusnya untuk dilestarikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan 

mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-

ketentuan syariat agama. Menurut Mahmud Yunus menegaskan, pernikahan 

ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang 

diatur oleh syariat.
1
 Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut 

syara ialah akad (ijāb qabūl) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki 

dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.
2
 Pada 

prinsipnya perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan 

serta membatasi hak dan kewajiban, menolong antara laki-laki dan perempuan 

di mana antara keduanya bukan muhrim.
3
 

Dalam pernikahan selalu terdapat tujuan yang baik dan sesuai akal 

sehat. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga 

bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Agar tujuan dan 

sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang saki  ֿ nah, mawaddah, wa Rahmah. Maka kemudian harus 

                                                           
1
 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Cet. ke-12 (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 

1990), 1. 
2
 Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di 

Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 1. 
3
 Sudarsono, pokok-pokok hukum islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 188. 
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diperhatikan tentang syarat-syarat tertentunya, agar tujuan dari 

disyari’atkannya pernikahan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang 

telah ditetapkan Agama.
4
 Mengenai anjuran untuk menikah yang merupakan 

salah satu tanda kekuasaan Allah Swt. Dalam surah Ar-Rum ayat 21:
5
 

ةًَوَ  دَّ ى  َب يٌْ كُنَْه  ل  ع  ج  اجًاَلتِ سْكٌُىُاَإلِ يْه او  ًْفسُِكُنَْأ زْو  َل كُنَْهِيَْأ  ل ق  هِيَْآي اتهَِِأ ىَْخ 

رَ  و 
ةًَ  )احْو  ي اتٍَلقِ ىْمٍَي ت ف كَّرُوى  َلَ  لكِ  َفيَِذ َٰ َ(٢إىَِّ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia ciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. 

 

Ajaran Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi umat manusia, 

namun bersamaan dengan anjuran tersebut tidak semata-mata seseorang bisa 

menikah dengan siapa saja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk 

melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Dalam hukum pernikahan Islam 

dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, seseorang ketika 

hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan 

siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.
6
 Hal ini 

untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-

aturan yang ada, terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata 

                                                           
4
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke– 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

,1998), 56. 
5
 Departemen Agama RI, Al - Qur’an dan terjemahannya  (Surabaya: Duta Ilmu,  

2005), 572. 
6
 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum perdata islam di indonesia, (studi kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI), ( Jakarta: 

Prenada Media, 2004), 144. 
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terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram 

(orang yang haram dinikahi). 

Dalam al-Quran dijelaskan tentang larangan menikah dengan orang-

orang tertentu, larangan ini didasarkan pada firman Allah Swt. Dalam surah 

an-Nisa’ ayat 22-23: 

هُ كَانَ  سَاءِ إلِا مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ فَاحِشَةً  وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّ

هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأخََوَاتُكُمْ ٢٢وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا ) مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ ( حُرِّ

اتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْْخَِ  تِي أرَْضَعْنَكُمْ  وَعَمَّ هَاتُكُمُ اللاَّ وَبَنَاتُ الْْخُْتِ وَأمَُّ

تِي فِي حُجُورِكُمْ  هَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ ضَاعَةِ وَأمَُّ وَأخََوَاتُكُمْ مِنَ الرَّ

تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنِْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا  ََ عَلَيْكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ  جُنَا

 وَحَلَائِلُ أبَْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلَابِكُمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْْخُْتَيْنِ إلِاَّ مَا قَدْ 

َ كَانَ غَفوُرًا رَحِيمًا) سَلَفَ ۗ  (٢۳إنَِّ اللََّّ

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 

perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan 

(yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak- anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-

laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; 

ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-

ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 

dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur 

dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
7
 

 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Al - Qur’an dan..., 120. 
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Pada dasarnya tidak ada halangan lagi bagi seseorang laki-laki muslim 

dan perempuan muslimah untuk melaksanakan  pernikahan jika syaratnya 

telah terpenuhi. Namun ada beberapa yang menghalanginya yang 

menyebabkan dia tidak boleh menikah. Larangan pernikahan dalam Islam 

dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu, larangan abadi dan larangan 

sementara.
8
 

Larangan abadi adalah larangan pernikahan yang berlaku haram untuk 

selama-lamanya. Dalam artian laki-laki dan perempuan ini dilarang untuk 

melakukan pernikahan dalam keadaan apapun. Sedangkan larangan sementara 

adalah larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara saja. Dalam artian 

larangan itu hanya berlaku sementara waktu. Suatu ketika jika keadaan dan 

waktunya berubah maka hukum dari keadaan tersebut tidak lagi haram.
9
 

Larangan perkawinan yang bersifat permanen atau yang berlaku haram 

untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun 

laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan 

dalam bentuk ini disebut mahram mu’abbad. Mahram mu’abbad terbagi 

menjadi tiga kelompok yaitu:
10

 

a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan (nasab). 

b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (musaharah). 

c. Disebabkan oleh hubungan persususan (rada‘ah).  

                                                           
8
 Sayyid al-Sabiq, Fiqh al – Sunnah, (Kairo:Dar-Fath, 1995), 153. 

9
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2006), 110. 
10

 Muhammad Zuhaily, Fiqih Munakahat , Penerjemah Mohammad Kholison, (Surabaya: CV. 

Imtiyaz, 2013), 51. 
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Sedangkan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu 

adalah larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika 

bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka tidak lagi menjadi 

haram, yang disebut mahram mu’aqqat. Mahram mu’aqqat terbagi menjadi 

beberapa macam yaitu:
11

 

a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara 

b. Wanita yang sedang menjalani iddah  

c. Wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain  

d. Wanita yang sudah ditalak tiga  

e. Mengawini lebih dari empat orang wanita  

f. Larangan karena sedang ihram  

g. Larangan beda agama  

h. Larangan karena perzinahan 

Akan tetapi  dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada beberapa 

larangan pernikahan yang tidak termasuk dalam kategori di atas, hal ini tidak 

bisa dipungkiri merupakan pengaruh dari tradisi turun menurun atau hukum 

adat yang ada di beberapa tempat.
12

 Indonesia merupakan salah satu negara 

terluas di dunia dan mempunyai beribu-ribu suku di dalamnya, sehingga 

memungkinkan suku-suku tersebut mempunyai adat istiadat yang heterogen, 

adat tersebut di turunkan dari nenek moyang mereka dan sampai sekarang 

masih terjaga dengan baik. Adat mempunyai kecenderungan umum untuk 

                                                           
11

 Ibid.,70. 
12

 Hilman Hadikusumo,  Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1990), 67. 
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merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-

cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya. Praktek para leluhur 

yang disampaikan lewat informasi lisan tersebut memang merupakan sumber 

utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat.
13

 

Begitu pula pernikahan dalam hukum adat masyarakat sangatlah 

bermacam-macam. Hukum pernikahan adat itu sendiri adalah hukum 

masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara 

yang mengatur tata tertib pernikahan. Dengan Indonesia yang merupakan 

negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa, di antara samudera 

lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduk yang diam dan berasal dari 

pulau-pulau itu beragam adat budaya dan hukum adatnya. Berbeda-beda 

karena sejarah perkembanganya budayanya dari zaman melayu, pergaulan 

hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya berbeda. Ada masyarakat 

yang lebih dipengaruhi oleh melayu ada yang dipengaruhi oleh faktor agama.
14

 

Perbedaan itulah yang menjadi ciri khas perbedaan cara dan pengaturan 

pernikahanya. Karena masyarakat adat memandang bahwa pernikahan bukan 

semata urusan pribadi yang melakukan pernikahan itu saja. Tetapi itu adalah 

urusan keluarga dan masyarakat sehingga kita tidak bisa bebas menentukan 

bagaimana cara pernikahnya. Permasalahan yang timbul dari pernikahan adat 

kadang apabila tidak ada campur tangan dari masyarakat maka terjadi 

ketegangan yang berakibat gagalnya pernikahan. Perjanjian yang antar adat 

                                                           
13

 Ratno Lukito, Tradisi hukum indonesia, (yokyakarta:Teras 2008), 24. 
14

 Hilman Hadikusumo,  Hukum Perkawinan Adat..., 11-12. 
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serta Penentuan pelaksanaan pernikahan berbeda itulah yang menjadi 

pembahasan pokok dalam karya tulis ilmiah ini. 

Salah satu adat yang masih dipegang dan ditaati, adalah pantangan 

menikah di bulan Safar. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa umumnya, 

sifat bulan Safar hampir sama dengan bulan sebelumnya yang merupakan 

kelanjutan dari bulan Suro (Muharram). Bulan ini diyakini sebagai bulan yang 

penuh bencana, bala’, malapetaka dan kesialan. Mayoritas masyarakat jawa 

hingga saat ini masih mempercayai bahwa bulan ini dipenuhi dengan hal-hal 

yang bersifat ketidak beruntungan. 

Tidak hanya masyarakat Jawa saja tentunya, bangsa-bangsa di berbagai 

belahan dunia pun juga masih beranggapan yang sama terhadap bulan ini. 

Seperti contoh Bangsa Yunani kuno, yang telah menganggap bulan Safar 

adalah bulan yang secara mitos sebagai bulan sial yang tidak baik untuk 

melakukan segala aktivitas, sehingga mereka menunda atau 

menyegerakannya. Bangsa arab pun juga beranggapan demikian, bulan ini 

dijuluki dengan istilah dabbar (hari kebinasaan dan kerusakan). Sebab pada 

zaman peradaban awal bangsa Arab telah terjadi serentetan peristiwa na’as 

pada hari rabu pada bulan ini, seperti dihancurkannya kaum ‘Aad, 

ditumpasnya kaum Tsamud, dan tenggelamnya Raja Fir’aun pada zaman Nabi 

Musa as. 

Di kalangan masyarakat Desa Suci Kecamatan Manyar terdapat suatu 

pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan 
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Safar dapat menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan 

dan keluarganya. Dalam pandangan mereka, orang yang melakukan 

pernikahan pada bulan Safar ini tidak akan panjang jodoh dan kehidupan 

dalam rumah tangganya selalu dihinggapi suasana panas yang bisa membuat 

hidupnya tidak tenteram, hal demikian juga bisa memberi pengaruh buruk bagi 

keturunan mereka kelak. Selain itu menurut masyarakat Desa Suci Kecamatan 

Manyar, bulan Safar adalah bulan yang panasan dan tidak baik bila melakukan 

penikahan pada bulan ini, karena sering sekali terjadi perselisihan yang 

menyebabkan perpecahan antara warga. 

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang dilakukan adalah 

pernikahan untuk pertama dan terakhir, dan dalam pernikahan tersebut 

diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi dirinya maupun bagi 

orang-orang yang ada disekitarnya. Dengan adanya pandangan yang 

menyatakan demikian, menimbulkan rasa takut di hati masyarakat Desa Suci 

untuk melakukan pernikahan di bulan Safar ini, sehingga mereka lebih 

memilih untuk melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan yang lainnya. 

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Para pelaku hanya 

bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari orang tua-orang tua 

mereka terdahulu. 

Pemikiran ini terus saja berkembang dari setiap generasi bahkan hingga 

sekarang yang dianggap sebagai bulan tidak menguntungkan. Dari hasil 

wawancara penyusun dengan pak Fuad salah satu ustaz di Desa Suci 

Kecamatan Manyar menjelaskan bahwa, adat pantangan menikah dibulan 
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Safar itu murni ajaran dari qhoul para ulama ahli hi’mah terdahulu, dan 

terlepas dari ajaran adat kejawen. Karena menurut beliau mengenai ajaran 

adat kejawen dalam hal larangan nikah salah satu diantaranya adalah 

pernikahan seorang laki-laki atau perempuan menikah dengan pasangannya 

yang tempat tinggalnya berbeda seperti larangan menikah pria Desa Kroman 

dengan perempuan asal Desa Giri karena menurut adat mereka Giri itu adalah 

guru sedangkan Kroman adalah murid makanya tidak sepantasnya seorang 

murid laki-laki menikahi gurunya kecuali di balik perempuan Desa Kroman 

dan laki-lakinya dari Desa Giri maka itu baru diperbolehkan.
15

 

Berkaitan dengan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih mendalam 

mengenai adat ini, karena adat ini merupakan warisan yang turun temurun dan 

masih dianut hingga saat ini. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti 

bagaimana ‚Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pantangan Pelaksanaan 

Pernikahan di Bulan Safar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Suci 

Kecamatan Kebomas Gresik).‛  

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, 

sudah barang tentu masih bersifat global. Oleh sebab itu, beberapa masalah 

tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan dalam unsur-unsur 

sebagai berikut:  

1. Pernikahan dalam hukum Islam. 

                                                           
15

Pak Fuad, Wawancara, Gresik, 6 Mei 2018. 
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2. Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam. 

3. Larangan pernikahan dalam hukum Islam. 

4. Deskripsi tradisi pantangan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

5. Pandangan para tokoh terhadap adanya pantangan pernikahan di bulan 

Safar  

6. Efektifitas pantangan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci Kecamatan 

Manyar Kabupaten Gresik. 

7. Analisis hukum Islam pantangan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

Melihat luasnya tradisi larangan nikah dalam identifikasi masalah di 

atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan: 

1. Deskripsi tradisi larangan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

2. Efektifitas larangan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci Kecamatan 

Manyar Kabupaten Gresik. 

3. Analisis hukum Islam larangan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pantangan pelaksanaan 

pernikahan di bulan Safar di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten 

Gresik ? 

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat 

tentang pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah diskripsi tentang kajian atau penelitian yang 

sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa 

kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi 

dari kajian atau penelitian. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa 

skripsi yang membahas tentang larangan perkawinan, diantaranya yaitu: 

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rasyid Assaghaf Yahya yang 

berjudul Pandangan Ulamak Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten 

Nganjuk Terhadap Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon. Skripsi ini 

membahas larangan perkawinan penduduk yang tinggal di antara dusun Utara 

dan Barat untuk wilayah Desa itu. Apabila ada yang melanggar dari aturan 

tersebut maka mereka berkeyakinan akan ada pihak yang dikalahkan baik dari 

pihak laki-laki maupun perempuan dalam segi rezeki ataupun kematian.
16

 

                                                           
16

 Muhammad Rasyid Assaghaf Yahya, ‚Pandangan Ulamak Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot 
Kabupaten Nganjuk Terhadap Larangan Perkawinan Ngalor- Ngulon.‛ (Skripsi-- UIN Sunan 

Ampel, Surabaya, 2017). 
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Skripsi yang disusun oleh Busyron Heli Fransiska yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Pancer Wali di Desa 

Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Skripsi ini membahas 

larangan nikah antara cucu dari saudara kandung laki-laki dengan anak dari 

saudara kandung laki-laki. Jika dilaksanakan akan berakibat buruk bagi pelaku 

dan keluarganya. Seperti akan terjadi dampak kecacatan pada kelahiran anak, 

kesulitan masalah ekonomi, kurang harmonisnya rumah tangga serta 

gunjingan dari lingkungan sekitar.
17

 

Skripsi yang disusun oleh Lutfih yang berjudul Analisis Hukum Islam 

Terhadap Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun yang 

Sama di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Skripsi ini 

membahas jika perkawinan dua saudara kandung dilaksanakan pada tahun 

yang bersamaan akan membawa musibah bagi para pengantin, hal-hal yang 

akan menimpa para muda-mudi tersebut seperti, keturunanya akan sengsara 

atau bahkan akan ada keturunan yang akan meninggal dunia diantara salah 

satu pasangan.
18

 

Skripsi yang disusun oleh Muhamad Samsul Ma’arif yang berjudul 

Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Halangan 

Melangsungkan Perkawinan Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas kepercayaan 

                                                           
17

 Busyron Heli Fransiska, ‚Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Pancer Wali di Desa 
Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.‛ (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 

2015). 
18

 Lutfih, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada 
Tahun yang Sama di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima.‛ (Skripsi-- UIN Sunan 

Ampel, Surabaya, 2014). 
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masyarakat Jawa terhadap pernikahan yang mana ketika anak pertama 

menikah ditahun Alif akan menimbulkan kepercayaan setiap pasangan 

melakukan perceraian. Karena masyarakat Jawa percaya bahwa tahun Alif 

adalah tahun duda. Tahun Alif itu adalah tahun yang ada di metode 

perhitungan hisab Jawa (Aboge).
19

 

Skripsi yang disusun oleh Luluk Masruroh yang berjudul Larangan 

Kawin pada Bulan Syuro di Desa Maguan Kecamatan Berbek Kabupaten 

Nganjuk. Skripsi ini meneliti tentang larangan perkawinan pada bulan Syuro, 

karena di bulan tersebut menurut kepercayaan masyarakat adalah bulan apes 

tidak boleh melangsungkan perkawinan.
20

 

Dari hasil telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis terhadap 

penelitian-penelitian sebelumnya, lalu penulis mengkaji dan membandingkan 

dengan persoalan yang penulis angkat, memang sama-sama membahas terkait 

dengan tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat yang bersinggungan 

dengan masalah pernikahan, akan tetapi dari keseluruhan penelitian 

sebelumnya ada perbedaan prinsipil dengan penelitian penulis, sebab dalam 

hal ini penulis melihat tradisi pandangan tokoh masyarakat terhadap 

pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci Kecamatan 

Manyar Gresik dari perspektif hukum Islam. 

E. Tujuan Penelitian 

                                                           
19

 Muhamad Samsul Ma’arif, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif  Sebagai Halangan 
Melangsungkan Perkawinan Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung 
Kabupaten Ponorogo.‛ (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
20

 Luluk Masruroh, ‚Larangan Kawin pada Bulan Syuro di Desa Maguan Kecamatan Berbek 
Kabupaten Nganjuk.‛ (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003). 
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Setelah adanya suatu pemaparan terhadap permasalahan di atas, maka 

yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap pantangan pelaksanaan 

pernikahan di bulan Safar di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten 

Gresik. 

2. Menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pantangan pelaksanaan 

pernikahan di bulan Safar di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten 

Gresik. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam dua aspek: 

1. Aspek Teoritis 

Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di 

bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah pantangan 

pernikahan. Serta dapat dijadikan sebagai bahan hipotesa bagi penelitiaan 

selanjutnya mengenai pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar di 

Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

 

2. Aspek Praktis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagi bahan pertimbangan bagi 

masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Suci Kecamatan Manyar 
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Kabupaten Gresik dalam melaksanakan pernikahan. Khususnya tentang 

pantangan pelaksaan pernikahan adat di waktu tertentu. 

G. Definisi Operasional 

Dalam definisi operasional perlu dipaparkan makna dari konsep atau 

variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam meneliti, mengkaji 

atau mengukur variabel penelitian. Adapun yang dimaksud dengan definisi 

operasional adalah sebagai berikut 

1. Pandangan Tokoh Masyarakat 

Orang yang terkemuka atau kenamaan. Yakni orang yang menjadi 

panutan dalam masyarakat. Tokoh masyarakat dalam bidan keagamaan 

atau yang biasa disebut dengan kyai atau ustazz yang memiliki 

pengetahuan tentang tradisi pantangan pernikahan di bulan Safar di Desa 

Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. serta orang yang dinilai cakap 

akan hukum perkawinan Islam mewakili di bidang pemerintahan yakni satu 

dari Penyuluh KUA. 

2. Pantangan Pernikahan Bulan Safar 

Pantangan adalah perbuatan yang terlarang menurut adat atau 

kepercayaan. Apabila dikaitkan dengan pernikahan maka pantangan 

pernikahan adalah tidak melakukan pernikahan baik untuk jangka pendek 

ataupun jangka panjang. Hal ini dilakukan karena alasan kebiasaan ataupun 

keyakinan tertentu yang berakibat pada sangsi sosial baik didalam keluarga 

maupun masyarakat sekitar. Sedangkan pengertian dari bulan Safar itu 

sendiri adalah bulan kedua dalam penanggalan Hijriah yakni bulan sesudah 
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Muharram menurut kalender Islam atau Hijriah dari tahun Qamariyah atau 

perkiraan bulan mengelilingi bumi. Dalam pandangan hidup masyarakat 

Jawa, memilih hari baik untuk melaksanakan pernikahan adalah sangat 

penting. Karena bagi mereka, ketika memilih hari baik tersebut, diharapkan 

kehidupan setelah pernikahan juga berlangsung dengan baik. Untuk 

memilih hari baik pada upacara perkawinan, dengan menggunakan kalender 

Jawa. Diantaranya adalah dengan menghindari pelaksanaan pernikahan di 

bulan Safar. Akibat masih lekatnya mitos seperti ini, banyak niat-niat baik 

seperti pernikahan atau acara syukuran terpaksa ditunda atau dipercepat 

agar tidak jatuh pada bulan Safar.  

3. Hukum Islam 

Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan 

berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dan juga para Fuqaha. Dan dalam 

penelitian ini adalah hukum Islam yang mengatur pernikahan dan larangan 

pernikahan menurut al-Qur’an, Hadits, serta kaidah-kaidah atau aturan-

aturan yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Adapun sumber hukum 

Islam yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini secara spesifik 

mengenai ‘Urf. Berdasarkan pengamatan penulis di rasa sesuai untuk 

dijadikan landasar teori kajian lebih dalam mengenai pandangan tokoh 

masyarakat terhadap pantangan pernikahan di bulan Safar. 

H. Metode Penenlitian 
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Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang dipergunakan 

untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan 

tujuan dari penelitian, adapun sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian   

Adapun lokasi yang digunakan penelitian penulis adalah Desa Suci 

Kecamatan Manyar Gresik. 

2. Data Yang Dikumpulkan 

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, 

maka data itu dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Data yang mempengaruhi keyakinan masyarakat Desa Suci Kecamatan 

Manyar Gresik terhadap pantangan pernikahan di bulan Safar. 

b. Data tentang pendapat dari tokoh masyarakat Desa Suci Kecamatan 

Manyar Gresik terhadap pantangan pernikahan dibulan Safar.   

c. Data hukum Islam pendapat dari tokoh masyarakat Desa Suci 

Kecamatan Manyar Gresik terhadap pantangan pernikahan di bulan 

Safar di Desa Suci Kecamatan Manyar Gresik. 

3. Sumber data 

Sumber data adalah sumber dimana data akan digali oleh penulis baik 

secara primer atau sekunder.  

a. Sumber primer  
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Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung di 

lapangan atau sumbernya pertamanya.
21

 Adapun sumber primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah keterangan dari tokoh masyarakat 

Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang dalam hal ini 

penulis mewawancarai antara lain:  

1) Sesepuh adat : Moch. Syahid, Pak fathul dan pak Junaidi 

2) Ustaz  : Pak Ajma’in, dan Pak fuad 

3) Ustazah  : Bu Laila 

4) Aparatur Desa : Pak Mutsabit  

5) Penyuluh KUA : Pak Fatah 

b. Sumber sekunder  

Sumber sekunder merupakan sumber data yang bersifat membantu 

atau menunjang dalam melengkapi, memperkuat, dan memberikan 

penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku daftar pustaka 

yang berkaitan dengan penelitian.
22

 Dalam hal ini meliputi : 

1) Risalah Nikah, Al Hamdani. 

2) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Amir Syarifuddin. 

3) Hukum Perkawinan Adat, Hilman Hadikusuma.  

4) Muqaranah Mazahib Fil Ushul Romli SA. 

5) Ushul Fiqh 1, Nasrun Haroen.  

 

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2002), 12. 
22

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 05. 
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4. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan 

penulisuntuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai 

dengan lingkup penelitian itu sendiri.
23

 Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara (interview)  

Wawancara (interview) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.
24

 Wawancara atau 

interview ini dilakukan dengan tokoh masyarakat, dan tokoh agama 

yang ada di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengenai 

pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar yang terjadi di desa 

tersebut. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif 

yang sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi.
25

 Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang 

berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan 

penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan 

keadaan sosial keagamaan dari sumber data rencana pembangunan 

jangka menengah (RPJM) Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten 

                                                           
23

 Ibid., 74. 
24

 Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83. 
25

 Ibid., 33. 
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Gresik, serta catatan pelaksanaan pernikahan di Desa Suci oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupatren Gresik untuk mengetahu 

seberapa keterkaitannya dengan pantangan pelaksanaan pernikahan di 

bulan Safar. 

5. Teknik pengolahan data 

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang 

bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

a. Editing, yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan antara data satu dengan 

yang lainnya.
26

 Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahan dalam hal 

apapun untuk memperoleh kesempurnaan dalam penyusunannya.  

b. Organizing, yang berarti menyusun data yang diperoleh secara 

sistematis. Mengatur dan menyusun sedemikian rupa sehingga dapat 

memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.  

c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data 

dengan menggunakan perspektif hukum Islam. 

6. Metode Analisis Data   

Adapun teknik pengolahan data yang dipergunakan oleh penulis 

dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu menganalisis dengan menggambarkan 

secara sistematis segala fakta aktual yang ditemukan, kemudian dari 

                                                           
26

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 118. 
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hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yang konkrit. Tentu yang 

dimaksud oleh penulis adalah terkait pandangan tokoh masyarakat 

terhadap pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci 

Kecamatan Manyar Gresik perspektif hukum Islam. Dan dikaitkan pula 

dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai bahan 

penunjang dalam menganalisis, sehingga memperoleh kesimpulan yang 

bersifat umum. 

b. Pola Induktif, yaitu menjelaskan permasalah-permasalahan khusus 

secara sistematis segala fakta aktual yang ditemukan, kemudian dari 

hasil tersebut dapat ditarik sebagai kesimpulan yang kongkrit yang 

sifatnya umum. tentu terkait dengan pandangan tokoh masyarakat 

terhadap pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar di Desa Giri 

Kecamatan Kebomas Gresik perspektif hukum Islam, sehingga pada 

akhirnya dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. 

I. Sistematika Pembahasan 

Secara umum, skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dimana satu sama lain 

saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun 

sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 
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Bab Kedua Bagian ini berisi tentang landasan teori perkawinan hukum 

Islam dan kajian istihsan. Meliputi definisi tentang pengertian perkawinan, 

hukum perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, 

hikmah perkawinan, larangan perkawinan dalam Islam dan macam-macam 

perkawinan yang dilarang. selanjutnya membahas tentang ‘urf yang di 

dalamnya akan dibahas mengenai pengertian ‘urf, macam-macam‘urf, syarat-

syarat ‘urf, dan Ke-ḥujjah-an ‘urf. 

Dalam bab ketiga ini menjelaskan bagaimana keadaan Desa Suci 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yaitu dengan mendeskripsikan wilayah 

Desa giri Kecamatan kebomas. Bab ketiga ini juga menjelaskan tentang 

bagaimana proses pernikahan adat di Desa Suci Kecamatan Manyar, 

pengertian pantangan menikah di bulan Safar dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi sehingga larangan tersebut masih digunakan sampai sekarang.  

Bab keempat diawali dengan pandangan Islam dan tokoh masyarakat 

terhadap adat, dilanjutkan dengan bagaimana praktik aturan pantangan 

menikah di bulan Safar ini dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

pantangan menikah di bulan Safar yang ada di masyarakat Desa Suci 

Kecamatan Manyar Gresik.  

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dari analisis hukum Islam 

terhadap pokok permasalahan yang timbul dari ketentuan tentang pantangan 

menikah pada bulan Safar di Desa Suci Kecamatan Manyar, dilanjutkan 

dengan saran-saran dari penyusun. 
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BAB II 

PERNIKAHAN DAN ‘URF 

 

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Pernikahan 

Pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan 

berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun 

tumbuh-tumbuhan. Dengan pernikahan itu khususnya bagi manusia (laki-

laki dan perempuan) Allah Swt menghendaki agar mereka mengemudikan 

bahtera kehidupan rumah tangganya. Allah Swt. berfirman dalam surah 

Adz-Dzāriyāt ayat 49:
27

 

رُونَ  ذَكَّ تَ مْ  لَّكُ عَ لَ يِْْ  زَوْجَ ا  نَ قْ لَ خَ ءٍ  يْ شَ لِّ  نْ كُ  وَمِ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah). 

Allah Swt. juga berfirman dalam surah Yāsīn ayat 36:
 28

 

لََ  وَمَِِّا  مْ  هِ سِ فُ  ْ ن أَ نْ  مِ وَ لَْْرْضُ  ا تُ  بِ نْ  ُ ت مَِِّا  ا  لَّهَ لَْْزْوَاجَ كُ ا قَ  لَ خَ ي  لَّذِ ا نَ  ا حَ بْ سُ

ونَ  مُ لَ عْ  َ  ي

Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang- pasangan, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, 

maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. 

Selain itu dengan memiliki keturunan yang ṣāliḥ ṣāliḥah merupakan 

suatu harapan dalam sebuah keluarga sebagai generasi-generasi umat Islam. 

                                                           
27

 Deaprtemen Agama RI, Al - Qur’an dan..., 522. 
28

 Ibid., 442. 
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Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi seseorang 

yang telah mampu melaksanakannya, sebagaimana Hadis Nabi SAW: 

بَا بِ اللَّوُ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ياَ مَ فَ قَال لنََا  عَنْ عَبْدِ الرَحْْنَ بِنْ يَ رْيدَ قاَل : عْشَراَلشَّ  

مَنِ اسْتَطعََاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَفَ لَيَتَ زَوَّجَ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعُ فَ عَلَيْوِ باِلصَّوْمِ فاَِنَّوُ لَوُ 

  وِجَاءُ )رواه البخاري(

Dari ‘Abdillaj Ibn Yaryid berkata Rasulullah SAW. Bersabda: ‚Hai para 

pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka 

kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa 

itu baginya akan mengekang syahwat.
29

 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah 

merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri 

dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan 

keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas 

bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di 

atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT 

terhadap hamba-Nya.
30

 sedangkan menurut syara’ nikah adalah: 

نُ ابِاَحَةَ وُطْءٍ بلَِفْظِ انِْكَاحٍ اوَْ تَ زْ وِيْجٍ   عَقْدُ يَ تَضَمَّ

Akad atau perjaanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan 

kelamin dengan menggunakan lafal nikāh atau tazwīj.31
 

Para ahli fiqih mengartikan nikah menjadi beberapa pendapat. mereka 

berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Imam Abu Hanif 

                                                           
29

 Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-Bukhōrī, ṣaḥīḥ Bukhōrī, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, 

2000), 117. 
30

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3 (Jakareta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 

1, 1996), 1329. 
31

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, (Jakarta,Kencana,2011), 37. 
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memakai arti setubuh, sedangkan Imam Asy-Syafi’i memakai arti 

mengadakan perjanjian perikatan. Apabila ditinjau dari segi adanya 

kepastian hukum dan pemakaian perkatan nikah di dalam Al-Qur’an dan 

Hadis-hadis Nabi maka nikah dengan arti perjanjian perikatan lebih tepat 

dan banyak dipakai dari pada nikah dengan arti setubuh. Dalam Al-Qur’an 

dan Hadis-Hadis Nabi Saw perkatan nikah pada umunya diartikan dengan 

perjanjian perikatan.
32

 Allah SAW menyatakan, bahwa nikah itu bukanlah 

suatu perjanjian yang biasa saja tapi suatu perjanjian yang kuat. Firman 

Allah dalam surah an-Nisā’ ayat 21:
33

 

ا ظً ي لِ غَ ا  قً ا ثَ ي مِ مْ  كُ نْ مِ نَ  ذْ خَ  وَأَ

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil Perjanjian yang kuat (ikatan 

pernikahan) dari kamu. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

nikah adalah perjanjian yang bersifat syar‘i yang berdampak pada halalnya 

seorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan 

pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam 

bentuk yang disyari’atkan dengan ikrar tertentu secara disengaja.
34

 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang, bahwa hukum asal 

melakukan perkawinan ialah mubah. Karena hal ini banyak di pengaruhi 

oleh pendapat ulama Syafi’iyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, 

                                                           
32

 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum IslamTentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 

11.   
33

 Deaprtemen Agama RI, Al - Qur’an dan..., 81. 
34

 Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Sirri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur’an dan As-
Sunnah (Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010), 18. 
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Malikiyah dan Hambaliyah, hukum melakukan pernikahan itu sunnah. 

Ulama Dhahiriyah menetapkan hukum wajib bagi muslim untuk melakukan 

perkawinan seumur hidup. 

Terlepas dari pendapat Imam Mazhab, berdasarkan nash-nash baik al-

Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin 

yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. dasar penikahan yang ada 

dalam Al-Qur‟an surah An-Nūr ayat 32: 

الِِِيَْ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُ قَراَءَ يُ غْنِهِمُ   وَأنَْكِحُوا الْياَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

(ٕٖاللَّوُ مِنْ فَضْلِوِ وَاللَّوُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )  

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 

laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. 

 

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang 

melakukan serta tujuan melaksanakanya, maka melakukan pernikahan itu 

dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh atau pun mubah.  

a. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Wajib 

Menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari 

sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut 

biaya hidup sudah mampu dan mencukupi, sehingga jika dia tidak 

menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah 

perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya 

dengan seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari 
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perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk 

menikah. 

b. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunnah 

Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu, tetapi 

ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam 

hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, 

karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.
35

 

Larangan membujang tersebut secara jelas telah disampaikan oleh Nabi 

Muhammad dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah yang berbunyi: 

36عَنْ سََُرةََأَنَّ رَسُولَ اللَّوُ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ نَ هَى عَنْ التّبَتُّلِ 
  

Dari Samrah, sesungguhnya Rasulullah saw. Melarang membujang. 

c. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram 

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak 

mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga, seperti 

memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batin, seperti 

menggauli istrinya.
37

 Menikah juga haram bagi orang yang berniat ingin 

menyakiti. 

d. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Makruh 

Nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum pantas dan belum 

berkeinginan untuk nikah serta tidak memiliki bekal untuk nikah. Imam 

                                                           
35

 Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8. 
36

 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 1, (Beirut: DārAl Kutub ‘Ilmiyah, 2004), 593. 
37

 Al Hamdani, Risalah Nikah..., 8. 
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Asy-Syafi’i juga menerangkan bahwa nikah hukumnya makruh bagi 

orang yang belum membutuhkan karena faktor genetik (bawaan dari 

lahir) atau faktor lain seperti sakit, lemah, dan dia tidak punya biaya. 

Karena jika dipaksakan, pernikahan hanya mengikat orang itu untuk 

melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, padahal dia membutuhkan.
38

 

e. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Mubah 

Mubah merupakan hukum asal perkawinan, yaitu suatu perbuatan 

yang dibolehkan mengerjakanya, tidak diwajibkan dan tidak pula 

diharamkan. Bagi laki-laki yang tidak terdesak dengan alasan-alasan 

yang mewajibkan untuk segera menikah, atau alasan-alasan yang 

menyebabkan ia harus menikah maka hukumnya mubah. 

3. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun 

dan syarat dalam pernikahan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat 

tidak dipenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Oleh karena itu, semua 

rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh Islam harus 

terpenuhi demi keabsahan sebuah pernikahan. Rukun pernikahan tersebut 

adalah sebagai berikut:
39

 

a. Calon mempelai laki-laki. 

b. Calon mempelai perempuan. 

                                                           
38

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan 
Hadis, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, cet. 1, 2010), 

452. 
39

 Al-Hamdani, Risalah Nikah..., 69. 
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c. Wali dari mempelai perempuan. 

d. Dua saksi. 

e. Ṣighāt akad nikah, yaitu ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang 

dilakukan oleh mempelai laki-laki. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari setiap rukun yang telah 

tersebut diatas, yaitu: 

a. Calon mempelai laki-laki 

1) Beragama Islam.
40

 

2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. 

3) Orangnya diketahui dan jelas identitasnya.
41

 

4) Tidak sedang melakukan ihram. 

5) Tidak terdapat halangan pernikahan yang menyebabkan haramnya 

pernikahan, seperti tidak poligami lebih dari empat. 

6) Kerelaan calon mempelai laki-laki. 

b. Calon mempelai Perempuan 

1) Beragama Islam. 

2) Tidak ada halangan syar’i yang menyebabkan haramnya pernikahan 

seperti tidak dalam ikatan perkawinan. 

3) Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita. 

4) Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah. 

5) Tidak dipaksa atau atas kemauan sendiri. 

                                                           
40

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar..., 89.  
41

 Al Hamdani, Risalah Nikah..., 67. 
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c. Wali dari mempelai perempuan 

Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baliq, berakal dan adil 

(tidak fasik). Mengenai syarat wali ini, tidak setiap orang bisa menjadi 

wali. Adapun orang yang berhak menjadi wali adalah bapak, kakek dan 

seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki 

sebapak, anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah, 

anak dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah, paman 

(saudara dari ayah) sekandung, paman (saudara dari ayah) seayah, anak 

laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.
42

 

Jika wali yang tersebut di atas tidak ada, atau tidak mungkin 

menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, adlal 

atau enggan, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. 

d. Dua Saksi 

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut: 

1) Berakal sehat, Bukan orang gila. 

2) Baligh, Bukan anak-anak. 

3) Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam. 

4) Saksi harus laki-laki minimal dua orang. 

5) Adil. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa 

besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga 

murū’ah.43
 

6) Dapat mendengar dan memahami ṣīghat akad. 

                                                           
42

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum…, 101. 
43

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., 83. 
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e. Ṣighāt akad nikah 

Sebuah Ṣighāt akad nikah akan dianggap sah apabila memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Harus diawali dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. 

2) Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda. 

3) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus 

walaupun sesaat. 

4) Lafal ijab dan kabul harus menggunakan lafal yang jelas dan terus 

terang. 

5) Ijab dan kabul tidak boleh menggunakan lafal yang mengandung arti 

membatasi perkawinan untuk masa tertentu. 

4. Larangan Pernikahan 

Pernikahan baru bisa dinyatakan sah apabila telah memenuhi seluruh 

rukun dan syarat yang ditentukan, disamping juga harus terlepas dari segala 

hal yang dapat menghalangi. Halangan pernikahan itu disebut juga dengan 

larangan pernikahan.
44

 

Larangan kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

menurut syara’ dibagi menjadi dua, yaitu larangan perkawinan berlaku 

untuk selamanya (mahram mu’abbad), dan larangan perkawinan untuk 

sementara (mahram muaqqat).45
 

a. Larangan abadi (mahram mu’abbad) 

                                                           
44

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., 109. 
45

 Ibid., 110. 
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Larangan abadi (mahram mu’abbad) yang disepakati terdiri dari 

hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, 

sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan li’an.
46

 Yang 

telah disepakati: 

1) Hubungan Nasab 

Fuqaha berpendapat bahwa wanita yang haram dinikahi karena 

nasab, terdapat tujuh macam, yaitu:
47

 

a) Ibu, yaitu ibu kandung, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya 

dalam garis lurus ke atas. 

b) Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik 

dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke 

bawah. 

c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu 

saja. 

d) Saudara perempuan ayah, baik hubungan kepada ayah secara 

kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke 

atas. 

e) Saudara perempuan ibu, baik hubungan kepada ayah secara 

kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke 

atas. 

f) Anak perempuan saudara laik-laki, baik sekandung, seayah atau 

seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah. 

                                                           
46

 Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, Cet. 1, 2005), 103. 
47

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., 111. 
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g) Anak perempuan saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau 

seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah. 

2) Hubungan Sesusuan 

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu 

hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu 

selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia 

minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang 

anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan 

keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan 

dihukumi sebagai ibu sendiri.
48

 Wanita-wanita yang diharamkan 

dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah:َ 

a) Ibu Susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak yang 

dianggap seperti ibu kandung.  

b) Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu dari 

suami wanita yang telah menyusui. 

c) Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami 

dari ibu susuan. 

d) Keponakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara 

sesusuan. 

e) Saudara susuan perempuan. 

3) Hubungan Perkawinan atau Semenda. 

Adapun halangan karena perkawinan atau semenda adalah: 

                                                           
48

 Yusuf Qordhawi, Halal dan Haram, (Banbung: Jabal, 2012), 166. 
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a) Ibu mertua (ibu dari istri). 

b) Anak perempuan dari istri dengan ketentuan istrinya sudah 

digauli. 

c) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki.
49

 

d) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri. 

4) Larangan yang masih di selisihkan ada dua yaitu; 

a) Zina 

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak dihalalkan 

kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak 

halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali sesudah mereka 

bertaubat.
50

  

b) Li’an 

Apabila terjadi sumpah li’an antara suami istri maka 

putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. 

b. Larangan Sementara (mahram muaqqat)  

Yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk 

dalam keharaman ini adalah: 

1) Seorang laki-laki haram menikahi dua perempuan bersaudara dalam 

waktu yang bersamaan. 

2) Larangan karena ikatan pernikahan, seorang perempuan yang sedang 

dalam ikatan tali perkawinan haram dinikahi oleh laik-laki lain. 

3) Halangan ‘iddah, perempuan yang masih dalam masa ‘iddah tidak 

boleh dinikahi. 

                                                           
49

 Ibid., 166-167. 
50

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah..., 581. 
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4) Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya, suami tidak boleh menikahi 

mantan istrinya yang telah ditalak tiga. 

5) Halangan ihram. 

6) Halangan kafir. 

7) Halangan kehambaan. 

8) Halangan sakit. 

9) Poligami lebih dari empat. 

B. ‘Urf 

1. Pengertian ‘Urf 

Arti ‘urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, 

atau ketentuan yang telah dikenal manusai dan telah menjadi tradisi untuk 

melaksanakannya. Di kalangan masyarakat ‘urf ini sering disebut sebagai 

adat.
51

 Dari segi etimologi ini ‘urf juga bisa diartikan sebagai kebiasaan 

yang baik.
52

 

‘Urf secara terminologi mengandung makna, sesuatu yang menjadi 

kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap 

perbuatan populer di antara mereka. Kata ‘urf  dalam penegrtian 

terminologi sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan), yaitu sesuatu yang 

telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang 

sehat dan watak yang benar.
53

 

                                                           
51

 Juhaya S. Praja, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. IV (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128. 
52

 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005), 333. 
53

 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), 209. 
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Sedangkan menurut shara’, banyak definisinya yang disebutkan oleh 

beberapa kalangan, namun menurut ulama ushul fikih yaitu: 

لْعُرْفُ ىُوَمَاتعَارفَوُ النَّاسُ وَسَارُوْاعَلَيْوِ مِنْ قَ وْلِ اوَْفِعْلٍ اوَْتَ رْكٍ ا  

‘Urf  adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, 

baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu.
54

  

Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan 

pengertian antara 'urf dengan adat, namun dalam pemahaman biasa 

diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian 

adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa 

dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum 

tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. 

Adapun sebuah adat dapat dikategorikan sebagai ‘urf apabila 

memenuhi tiga syarat dalam ‘urf, yaitu, Pertama, adanya kemantapan jiwa. 

Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima 

oleh watak (fitrah) bawaan manusia, dalam artian sejalan dengan tuntutan 

watak asal manusia.
55

 

Adat atau ‘urf yang dimaksud sebagai sumber hukum Islam bukan 

hanya adat orang Arab saja, melainkan semua adat yang berlaku di suatu 

tempat dan masyarakat tertentu, dalam arti adat yang terjadi di suatu 

                                                           
54

 Totok Jumantoro, Kamus ilmu Ushul..., 334. 
55

 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat bagi Umat Islam, (Yogyakarta: Nur cahaya, 1983), 27. 
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tempat bisa dijadikan sebagai sumber hukum, dan produk hukum yang 

berlaku dan bersifat lokalitas, tanpa mengikat pada tempat yang lain. 

2. Macam-macam ‘Urf 

Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, 

secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijma’ yang terbentuk dari 

kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.
56

 

Penggolongan macam-macam ‘urf  itu dapat dilihat dari beberapa segi: 

a. Berdasarkan objeknya, ‘urf terbagi menjadi al-‘urf al-lafdhi dan al-‘urf 

al-‘amali>. 

1) Al-‘urf al-lafz}î adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, 

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam 

fikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan kata-kata daging yang 

berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh 

daging yang ada. 

2) Al-‘urf al-‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 

perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan‚ 

perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah 

kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. 

Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu 

minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan khusus atau 

                                                           
56

 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128. 
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meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam 

memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.
57 

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi menjadi ‘Urf ‘a>m 

dan ‘Urf khāṣ. 

1) ‘Urf ‘a>m (‘urf umum), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di 

mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang 

negara, bangsa, dan agama. Umpamanya, menganggukkan kepala 

tanda menyetujui dan menggelengkan kepala sebagai tanda 

menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari 

itu maka dianggap aneh atau ganjil. 

2) ‘Urf khāṣ (‘urf khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan 

sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu 

tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. 

Umpamanya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat ‚satu 

tumbuk tanah‛ untuk menunjuk pengertian luas tanah 10x10 

meter.
58

 

c. Dari segi ruang keabsahannya, ‘urf terbagi menjadi ‘Urf al-s}ah{i>h dan 

‘Urf al-fa>sid 

1) ‘Urf al-s}ah{i>h, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak 

bertentangan dengan dengan dalil syara’. Umpamanya 

mengadakan halalbihalal (silaturrahmi) saat hari raya, member 

hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. Seorang 

                                                           
57

 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1996), 140. 
58

 Satria Effendi, Uṣūl Fiqh, Cet. Ke-I, (Jakarta: Kencana, 2005), 154. 
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mujtahid harus memperhatikan ‘urf al-s}ah{i>h dalam membentuk 

suatu produk hukum. Karena adat dan kebiasaan adalah bagian 

dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan. Karenanya 

terdapat kaidah yang menyatakan bahwa: 

 العَادَةُ مَُُكَمَو

Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebgai pertimbangan hukum. 

2) ‘Urf al-fa>sid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi 

bertentangan dengan syara’. Misalnya, minum-minuman keras, 

hidup bersama tanpa nikah. ‘Urf al-fa>sid, dapat juga dikatakan 

sebagai sebuah tindakan kelakuan atau tutur kebahasaan yang 

sudah menjadi kebiasaan banyak orang pada masa tertentu 

maupun sepanjang masa, yang tidak mendapat dukungan syariat 

atau menyalahi syariat. Umpamanya, pesta dengan 

menghidangkan minuman haram, berjudi untuk merayakan 

sesuatu. 

3. Syarat-syarat ‘Urf 

‘Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untyuk menetapkan 

hukum syara’ apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan berikut. Syarat 

tersebut adalah:
59

 

                                                           
59

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2,(Jakarta: Kencana, 2014), 416. 
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a. ‘Urf yang dilaksanakan itu harus masuk pada ‘urf al-s}ah{i>h dalam arti 

tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah. apabila 

bertentangan dengan ketentuan naṣ atau bertentangan dengan prinsip-

prinsip syara’, maka tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan 

hukum dan teramasuk dalam kategori ‘urf al-fa>sid. 

b. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah terjadi kebiasaan 

mayoritas penduduk negeri itu. 

c. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 

dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil 

kebunnya kepada ulama, sedangkan yang di sebut ulama waktu itu 

hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada 

persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu 

harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan 

dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar 

wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah. 

d. Tidak ada ketegangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 

kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua bela pihak yang berakal telah 

sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka 

yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. Misalnya adat yang 

berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah 

dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika 

berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh 

dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi 
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maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah 

kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.
60

 

4. Ke-ḥujjah-an ‘Urf 

Ada beberapa argumentasi yang dijadikan alasan oleh para ulama ber-

ḥujjah ujjah dengan menggunakan ‘urf dan menjadikannya sebagai metode 

dalam istinbat hukum, yaitu : 

a. Firman Allah Swt surah al A’raf ayat 199 : 

(١١ٔوَأعَْرِضْ عَنِ الْْاَىِلِيَْ )خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ   

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, 

serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
61

 

Ayat diatas merupakan perintah, untuk menyuruh manusia 

melakukan perbuatan yang ma’ruf. Kata ma’ruf artinya sesuatu yang diakui 

baik. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada 

pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan sesuatu hal yang 

menurut kesepakatan berguna bagi kemaslahatan.
62

 

b. Sabda Nabi Saw yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin 

Mas’ud 

ءٌ  سْلِمُوْنَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ اللّوِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَ هُوَعِنْدَ اللّوِ سَيِّ
ُ

 مَارَآهُ الم

                                                           
60

 Effendi Satria, Uṣūl Fiqh..., 156-157. 
61

 Departemen Agama RI, Al - Qur’an dan..., 255. 
62

 Ahmad Mustafa al Maragi, tafsir Maragi, Juz II (Mesir: Mustafa al Bab al Halabi, 1946), 65. 
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Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kamu muslimin, maka baik 

pula disisi Allah Swt., dan sesuatu dilihat (diyakini) buruk oleh kaum 

muslimin, maka buruk pula disisi Allah Swt. 

Hadist tersebut dijadikan dasar, bahwa adat yang berlaku dalm 

masyarakt yang tidak melanggr ketentuan syara’, dapat ditetapkan sebagai 

sumber hukum. Sedangkan adat yang melanggar ketentuan syara’, tidak 

dapat ditetapkan sebagai sumber hukum. Apabila tetap dijadikan sebagai 

sumber hukum, maka sama saja dengan menentang ketentuan syara’. 

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan ‘urf s{ah}i>h 

sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat 

perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. 

Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak 

menggunakan ‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan 

Hanabilah.
63

 

‘Urf s{ah}i>h harus dipelihar dalam pembentukan hukum dan dalam 

pengadilan. Bagi mujtahid harus memeliharanya ketika membentuk hukum 

dan harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak 

bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut 

masyarakat tersebut. ‘Urf s{ah}i>h dapat diterima dalam syariat Islam dan 

menjadi landasan hukum, karema ‘urf s{ah}i>h tidak bertentangan dengan 

hukum syariat. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa adat yang 
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 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., 212. 
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s{ah}i>h bisa menjadi landasan hukum, ‘urf yang diperbolehkan yaitu yang 

tidak bertentangan dengan naṣh. 

Tidak diperbolehkannya ‘urf fasid menjadi landasan hukum karena 

menyelisihkan dalil-dalil hukum syariat, oleh karena itu tidak 

diperbolehkan ‘urf yang bretentangan dengan landasan hukum menjadi 

rujukan sebagai ḥujjah-nya. Seperti akad riba, dan akad gharar (merugikan 

salah satu pihak). Adapun kebiasaan yang fasid yang merugikan 

masyarakat, hal itu tidak dibenarkan dalam syariat. 

‘Urf tidak berdiri dengan dalilnya sendiri, ‘urf bisa menjadi ḥujjah 

ujjah dikarenakan adanya kemaslahatan mursalah, di lihat dari tafsir-tafsir 

khusus atau mengambil kekhususan dari suatu yang umum, atau mentaqtid 

suatu yang mutlaq. 

oleh karena itu para fuqaha mengatakan setiap perkara syariah yang 

tidak dhabit dan perkara yang tidak ada aturan dalam syariat Islam maka 

kembali kepada bahasanya, yaitu kembali kepada ‘urf, contohnya dalam 

pencurian, kesepakatan dalam jual beli. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA SUCI DAN PANTANGAN PELAKSANAAN 

PERNIKAHAN DI BULAN SAFAR 

 

A. Gambaran Umum Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 

1. Sejarah Desa Suci 

Suci merupakan sebuah Desa yang berada di wilayah Kecamatan 

Manyar. Asal-usul nama Desa Suci ini sendiri dapat dirujuk pada cerita 

yang terdapat dalam Babad Gresik yang sekarang tersimpan di Museum 

Radyapustaka Solo dan di Leiden, Belanda.
64

 

Menurut isi Babad Gresik tersebut, istilah ‚Suci‛ tercipta ketika 

seorang tokoh bernama Sultan Mahmud Sadad Alam yang berasal dari 

Gedah. Beliau datang ke Jawa dengan tujuan hendak bertemu dengan Raja 

Brawijaya (Majapahit) dan mengIslamkan raja tersebut, serta menyerahkan 

putrinya yang bernama Putri Dewi Ritno Suwari kepada Raja Brawijaya. 

Namun niat sultan Sadad Alam ini tampaknya ditolak oleh Raja 

Brawijaya, sebab itulah dengan perasaan kecewa beliau pulang 

kenegerinya. Dalam perjalanan pulang Sultan Sadad Alam sempat singgah 

di Cerme, kemudian menuju ke arah utara wilayah polaman. Di utara 

polaman kemudian Sultan Sadad Alam bersuci/wudlu (sholat) di sebuah 

sumber mata air, karena sumber yang berkhasiat dan airnya menSucikan, 

maka daerah itu diberi nama ‚Suci‛. 
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 Mustakim dkk, Sejarah Cikal Bakal Desa Suci dan Budaya Rebo Wekasan, (Gresik: Sie 

Kebudayaan Desa Suci, 2018), 8. 
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Peristiwa ini terjadi pada tahun 1313 tahun jawa dengan sinengkalan 

‚Tahun Ngidul Bumi Ngulon‛ atau ‚kayu Wulan Putri Iku‛ sehingga bila 

dikonversikan di tahun masehi menjadi 1391 (1313+78). Itulah tahun 

lahirnya Desa Suci.
65

 

2. Keadaan Geografis Desa Suci 

Desa Suci merupakan kategori Desa swasembada yang terletak 3 km 

dari pusat Kecamatan Manyar dengan batasan-batasan wilayah sebagai 

berikut : 

a. Sebelah Selatan : Desa Pongangan dan Desa Sukomulyo 

b. Sebelah Timur : Desa Yosowilangun 

c. Sebelah Selatan : Desa Dahanrejo dan Kembangan 

d. Sebelah Barat : Desa Tebalo dan Banjarsari 

Jarak tempuh Desa Suci ke Ibukota Kecamatan adalah 2 km, yang 

dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 Menit. Sedangkan jarak tempuh 

ke Ibukota Kabupaten adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 

sekitar 45 menit. Pembagian lahan di Desa Suci terbagi menjadi dua (4), 

yaitu lahan Tambak, Sawah, Pekarangan, Tanah Kering, adapun lahan 

lainnya tercatat sebagaimana pada tabel berikut : 

TABEL 1 

Daftar Sumber Daya Alam 

No. Uraian Sumber Daya 

Alam 

Volume Satuan 
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 Ibid,. 
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1. Lahan tambak 5,246 Ha 

2. Lahan Sawah 12,560 Ha 

3. Pekarangan  286,265 Ha 

4. Tanah Kering 85,451 Ha 

(Sumber Data: RPJM Desa Suci 2017) 

Desa Suci adalah salah satu dari lima Desa di Kecamatan Manyar 

yang masuk dalam rencana pengembangan kota Gresik yang terhampar 

dengan dihiasi persawahan dan perbukitan kapur, terbentang jalan tol 

Surabaya-Manyar, dilintasi jalan Kabupaten disambungkan dengan jalan 

beraspal menghubungkan dengan Desa yang lain. Desa Suci terbagi satu 

dusun yaitu dusun pedukuhan dan rukun warga (RW) 25 rukun warga dan 

136 rukun tetangga (RT). 

3. Keadaan Demografi Desa Suci 

Mengenai jumlah penduduk di Desa Suci pada bulan januari tahun 

2017 mencapai 18.575 jiwa dengan luas wilayah 389.522 Ha dan rata-rata 

kepadatan penduduknya mencapai 3.650 jiwa/ Km
2
. Desa Suci merupakan 

Desa wilayah perkotaan yang strategis terdapat beberapa perumahan yang 

menyebabkan adannya peningkatam jumlah penduduk yang sangat pesat.  

TABEL 2 

Jumlah Penduduk dan Keluarga 

No. Penduduk dan Keluarga Volume Satuan 

1. Laki-Laki 8976 Orang 

2. Perempuan 9599 Orang 
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3. Jumlah Keluarga (KK) 8560 Orang 

(Sumber Data: RPJM Desa Suci 2017) 

TABEL 3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No. Umur Laki-Laki Perempuan 

1. 0 – 4 tahun 356 350 

2. 5 – 14 tahun 1412 1419 

3. 15 – 24 tahun 1510 1540 

4. 25 – 34 tahun 1345 1480 

5. 35 – 44 tahun 1270 1443 

6. 45 – 54 tahun 1377 1254 

7. Di atas 55 tahun 1715 1843 

(Sumber Data: RPJM Desa Suci 2017) 

4. Sarana Pendidikan Desa Suci 

Sarana pendidikan yang ada di Desa Suci sudah mempunyai fasilitas 

yang cukup memadai. Salah satu cara mempermudah suatu masyarakat 

dalam mendapat pendidikan adalah tersedianya sarana dan fasilitas 

pendidikan dan kemudahan menjangkaunya. Sarana pendidikan yang 

terdapat di Desa Suci  dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 4 

Sarana Pendidikan Desa Suci 

No. Jenjang Pendidikan Jumlah 

1. PAUD/Play group 6  

2. Taman kanak-kanak 5 

3. Sekolah Dasar/SD 5 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 
 

4. SMP/Mts 2 

5. SMA/MA/SMK 4 

6. Perguruan Tinggi 2 

7. Pondok Pesantren 5 

8. Taman Pendidikan al-Qur’an 14 

(Sumber Data: RPJM Desa Suci 2017) 

5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Suci 

Masyarakat Desa Suci penduduknya semua beragama Islam dengan 

jumlah penduduk 18.575 Jiwa. Dalam membangun sosial keagamaan, 

masyarakat memiliki beberapa kegiatan yang tetap dilestarikan, mengingat 

mayoritas masyarakat setempat merupakan anggota dari organisasi sosial-

keagamaan terbesar di indonesia, yaitu Nahdatul Ulama’, yang secara 

historis dibentuk dan didirikan untuk mempertahankan tradisi. Maka 

kegiatan keagamaan masyarakat Desa Suci erat dengan nuansa Nahdatul 

Ulama’, seperti yasinan, diba’an, pengajian dan lain-lain. Dalam 

pelaksanaan kegiataan keagamaan tersebut di laksanakan rutin setiap 

minggunya di masing-masing dusun di Desa Suci dengan hari yang 

berbeda-beda setiap dusunnya. 

6. Keadaan Ekonomi Desa Suci 

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Suci Rp. 20.000.000,- 

pertahun, Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Suci  

dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perikanan, 
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perdagangan, jasa/Pendidikan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai 

mata pencaharian penduduk, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

TABEL 5 

Mata Pencaharian Pokok 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. Pertanian 85 

2. Perikanan budidaya 7 

3. Peternakan 23 

4. Pertambangan / penggalian 85 

5. Industri pengolahan 2354 

6. Listrik & Gas 5 

7. Bangunan / konstruksi 18 

8. Perdagangan 426 

9. Transportasi  & Pergudangan 165 

10. Informasi & komunikasi 5 

11. Keuangan & Asuransi 356 

12. Jasa Pendidikan/kesehatan/ 

kemasyarakatan Pemerintahan 

1129 

13. Lainnya 4586 

(Sumber Data: RPJM Desa Suci 2017) 

B. Deskripsi Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Safar 

1. Gambaran Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Safar 

Dalam melaksanakan pernikahan menurut pandangan masyarakat 

adat, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara 

masyarakat didaerah tersebut yang berlaku sejak nenek monyang secara 
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turun-menurun. pernikahan bertujuan untuk membangun, membina dan 

memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini 

dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut 

dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan 

dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan diatur 

dengan tata tertip adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran 

yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga 

dan kerabat yang bersangkutan.
66

 

Dalam masyarakat Desa Suci ini ada sebuah fenomena yang unik, 

dalam hal ini adalah masalah pernikahan. Di antaranya adalah harus 

menghindari pelaksanaan pernikahan di bulan Safar yang sudah menjadi 

keyakinan masyarakat Desa setempat. Pantangan adalah perbuatan yang 

terlarang menurut adat atau kepercayaan. Apabila dikaitkan dengan 

pernikahan maka pantangan pernikahan adalah tidak melakukan pernikahan 

baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal ini dilakukan karena 

alasan kebiasaan ataupun keyakinan tertentu yang berakibat pada sangsi 

sosial baik didalam keluarga maupun masyarakat sekitar. Bulan Safar 

merupakan bulan kedua dalam penanggalan Hijriah. Yaitu, bulan kedua 

setelah Muharam dalam kalendar Islam (Hijriah) yang berdasarkan tahun 

Qamariyah (perkiraan bulan mengelilingi bumi). Secara etimologi Safar 
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 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, 

(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003),  23. 
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dalam bahasa Arab yang memiliki sejumlah arti di antaranya ‚kosong, 

kuning, dan nama penyakit‛. 

Bulan ini dinamakan sebagai bulan Safar dalam pengertian ‚kosong‛ 

karena kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu meninggalkan tempat 

kediaman atau rumah mereka (sehingga kosong) pada bulan tersebut untuk 

berperang atau pun bepergian jauh. Pengertian Safar tersebut menunjukkan 

arti negatif. Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan kesan bahwa bulan 

Safar itu harus diwaspadai. 

Pantangan pernikahan di bulan Safar merupakan tradisi peninggalan 

orang tua-orang tua terdahulu yang hingga saat ini masih tetap dianut, 

Sejarah mengenai asal mula larangan nikah ini tidak diketahui secara pasti. 

Kebanyakan masyarakat Desa Suci tidak berani melanggar atau menerjang 

pantangan nikah ini. Menurut keyakinan masyarakat Desa setempat, 

apabila pernikahan tersebut dilaksanan, maka dikhawatirkan akan banyak 

kemadlaratan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Misalnya adalah 

kesulitan dalam ekonomi dan lain sebagainya yang mengakibatkan keluarga 

yang melakukan pantangan pernikahan itu tidak harmonis dalam rumah 

tangganya. 

Menurut ibu Laila selaku Ustazah di Desa Suci mengatakan, Bulan 

Safar kan kalau di Desa Suci itu di yakini bulan yang banyak turun bala’ 

(bencana). Sebetulnya masyarakat dalam memahami bulan Safar ada 

sebuah penyimpangan atau pemelintiran pemahaman hukum. Sebetulnya 
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itu kalau menurut hukum aslinya bukan karena Safar itu bulan yang buruk, 

tidak begitu. Tetapi ketika bulan Safar itu adalah bulan di mana Allah 

memberikan kebebasan seluruh alam ini untuk melampiaskan rasa sakit 

hatinya, untuk membalas. Jadi contohnya tanah yang di buangi barang yang 

tidak seharusnya di buang di tanah oleh orang-orang, ketika bulan Safar 

maka Allah memerintahkan kepada tanah ‚awakmu tanah nek ancen gak 

terimo karo perlakuane uwong iki, balesen‛ (bagimu tanah kalau memang 

tidak terima dengan perlakuan orang-orang yang tidak baik tersebut, maka 

balaslah) maka timbulah bencana banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. 

Jadi sebetulnya bukan bulannya yang buruk, tapi karena Allah yang 

memberikan kesempatan tersebut dalam kurung waktu satu tahun di bulan 

Safar. Begitu juga kaitannya dengan hal yang dihawatirkan  masyarakat 

sehingga muncul kepercayaan mengenai pantangan nikah yang ada di Suci. 

Jika dikaitkan dengan pantangn pernikahan di bualn Safar yang ada di desa, 

pantangan tersebut tetap sah-sah saja selama dengan niatan demi 

kemaslahatan bersama. Karena dalam syariat tidak menyebutkan secara 

tegas adanya pantangan pernikahan di bulan safar.
67

 

Hal demikian juga di sampaikan oleh pak Junaidi, beliau mengatakan 

‚Ada beberapa bulan yang masyarakat disini yang tidak berani untuk 

melakukan pernikahan. Alasannya apa, itu dasarnya dasar Istiqro’i 

(pendidikan). Jadi pendidikan orang tua terdahulu itu ada hubungannya 

dengan pasaran-pasaran hari, seperti pon, wage, kliwon dan lain-lain. 
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Lailatul mukhibah, Wawancara, Gresik 5 Mei 2018. 
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Katanya kalau ada orang menikah pada bulan safar itu banyak halangannya. 

Kita memang tidak bisa menghilangkan yang seperti itu. Buktinya 

sekarang kalender yang beredar setiap tahun, pasti ada pasaran-pasarannya. 

Masyarakat tidak bisa menghilangkannya bukan berarti masyarakat itu 

syirik. Itu semua hanya adat, jika kalau ada yang berani ya 

beraniseungguhan melanggar apa yang menjadi aturan orang dahulu, 

sekarang juga tauhidnya sudah kuat. Itu hanya kejawen, ya bisa diikuti bisa 

tidak‛.
68

 

Sedangkan bapak Mutsabit selaku Kasi Kesra. Pemerintahan Desa 

Suci berpendapat yang berbeda mengenai pantangan pernikahan di bulan 

Safar di Desa Suci, Beliau mengatakan ‚para masyarakat di Desa Suci 

memiliki keyakinan tersendiri kalau bulan Safar itukan tempat Allah Ta’ala 

memberikan bala’ dan dari masyarakat mengaitkan keyakinan tersebut 

dengan pantangan untuk melaksanakan pernikahan di bulan Safar. 

Meskipun mereka tau bahwa hal tersebut tidak ada dasarnya dan hanya 

mengikuti kepercayaan turun menurun dari orang tua – orang tua terdahulu. 

Apabila pantangan ini dilanggar, para masyarakat mesti niteni onok salah 

sijine seng bakal gotong iku (mengamati pasti ada salah satu dari yang 

menikah akan ada yang meninggal dunia).‛
69

 

Pantangan pernikahan di bulan Safar yang terjadi di Desa Suci 

menarik perhatian penulis untuk di kaji. Dapat dilihat dari data tabel 5 
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 Pak junaidi, wawancara, Gresik, 7 November 2018. 
69

Pak Mutsabit, Wawancara, Gresik, 16 Mei 2018. 
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mengenai sarana pendidikan di Desa Suci terdapat lima sarana pendidikan 

pondok pesantren, Menunjukkan pengaruh nuansa pendidikan keagamaan 

diDesa Suci Kecamatan Manyar yang tinggi. Namun hal itu masih belum 

dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat di Desa Suci bahwa 

dalam ajaran Islam semua hari dan bulan adalah baik dan memiliki sejarah 

serta keistimewaan yang berbeda-beda termasuk bulan Safar. Apabila ada 

bulan tertentu yang memiliki sisi keutamaan lebih baik, maka tidak berarti 

jika  bulan yang lain adalah bulan buruk. Apabila terjadi kesialan atau 

peristiwa buruk pada bulan tertentu seperti bulan Safar, maka tidak 

mengartikan jika bulan tersebut merupakan bulan yang penuh dengan 

musibah, termasuk kaitannya dengan melaksanakan pernikahan di bulan 

Safar. 

Adanya pantangan pernikahan ini sangat dipercayai oleh masyarakat, 

bahkan sudah mendarah daging dan turun menurun dari orang tua-orang tua 

mereka terdahulu sampai generasi sekarang ini dimasyarakat Desa Suci 

hingga sulit untuk dihilangkan. 

2. Faktor-Faktor Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Safar 

Latar belakang munculnya kepercayaan terhadap pantangan 

pernikahan pada bulan Safar di masyarakat Desa Suci adalah berdasarkan 

sistem budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka secara turun 

menurun, sehingga mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-

harinya. Kepercayaan tersebut dianggap sebagai wasiat dari orang tuanya 
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yang merupakan amanat besar yang harus dilestarikan bagi generasi 

berikutnya. 

Pantangan pernikahan di bulan Safar merupakan tradisi peninggalan 

orang tua terdahulu yang hingga saat ini masih tetap dianut, sejarah 

mengenai asal mula larangan nikah ini tidak diketahui secara pasti. 

Kebanyakan masyarakat Desa Suci Kecamatan Manyar tidak berani 

melanggar atau menerjang pantangan nikah ini. 

Menurut pak Fuad salah satu tokoh masyarakat di Desa Suci 

mengatakan : ‚bulan Safar menurut orang jawa adalah bulan naas, jadi 

sesuatu waktu yang sebaiknya dilakukan di waktu yang lain. Saya pribadi 

tidak tahu dasarnya mereka yang beranggapan seperti begitu itu apa, 

namun di bualn Safar itu sebagian orang memang kurang berkenan. 

Termasuk kyai yang pernah saya dengar itu kalau bisa jangan bulan Safar. 

Kalau di runtut dari segi keIslaman memang tidak ada yang sifatnya 

larangan mengenai waktu larangan nikah, mungkin karena dari pemahaman 

orang-orang terdahulu di bulan Safar itu efeknya terlalu negatif. Saya 

sendiri tidak berani kalau menikahkan pada bulan safar. Karena kita terlahir 

dipulau jawa, Tinggalnya di tanah Jawa. Akan tetapi, yang terpenting tidak 

di imani tidak masalah, tidak sampai syirik‛.
70

 

Pelaksanaan pernikahan di bulan Safar, secara normatif boleh-boleh 

saja dilakukan, karena di dalam al-Qur’an dan al-Hadits maupun menurut 

pandangan ulama yang sudah terkodifikasi di dalam kitab-kitab fiqh klasik 
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(kitab kuning) tidak didapatkan satupun adanya larangan pelaksanaan 

pernikahan di hari ataupun bulan tertentu. oleh karenanya, siapapun yang 

melakukan pernikahan di waktu-waktu tersebut dibenarkan dan tidak 

dilarang.  

Menurut pak Ajma’in salah satu tokoh masyarakat di Suci sekaligus 

beliau juga sering dimintai pendapat oleh masyarakat mengenai hitungan 

waktu pernikahan yang baik menurut Islam, beliau mengatakan ‚kalau ada 

pasangan yang berniatan mau menikah, maka segerakanlah, ngapain di 

tunda-tunda, niatnya baik dan enak kok malah di tunda-tunda, yang ada 

nanti akan menimbulkan banyak ke madhorotannya. Hal ini juga seperti 

yang sering diterapkan di pondok pesantren Mamba’us Sholihin yang 

setiap peringatan haul KH. Abdullah Faqih di malam ke dua puluh satu 

bulan ramadhan selalu ada santrinya yang melaksanakan akad nikah disela-

sela acaranya. Padahal kalau di luar sana kan jarang bahkan hampir tidak 

ada yang melaksanakan pernikahan di bulan Ramadhan, padahal bulan 

tersebutkan bulan yang baik dan mulia. ‛
71

 

Sedangkan pak Fathul salah satu sesepuh di Desa Suci berpendapat 

yang sama mengenai pantangan nikah di bulan Safar di Desa Suci, dan 

beliau menambahi ‚boleh-boleh saja melaksanakan pernikahan pada bulan 

Safar asal telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah. Untuk hal-hal 

yang tidak di inginkan terjadi itu kan kata mbah-mbah yang dahulu, karena 

mereka menyakini akan kejadian-kejadian yang akan terjadi, padahal semua 
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 Pak Ajma’in, Wawancara, Gresik, 29 April 2018. 
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sudah ada yang mengatur yaitu Allah Swt. Maka jika ingin menikah 

dibulan-bulan yang baik lakukanlah.‛
72

 

Pantangan pernikahan di bulan Safar ini merupakan salah satu model 

pernikahan yang dihindari oleh masyarakat Desa Suci. Hal ini kuat 

kaitannya juga dengan pernyataan Assyeikh Abi Muhammad Miftah Abd. 

Khanan Ma’sum pengasuh ponpes fathul ulum Kewagean Pare Kediri. 

Dalam kitabnya yang bernama "Majjemu’at Sullamul Futukhat‛, yang 

menerangkan sebagian ulama ahli ma’rifat ahli kasab wattamkin (ulama 

yang terbuka mata hatinya). sesungguhnya balak / bencana / penyakit itu di 

turunkan tiap tahun 320.000 macam balak dan di turunkan pada hari rabu 

akhir / wekasan / pungkasan dalam bulan Safar, maka pada hari itu adalah 

hari na’as (Dino Kang Luwih Berate Lan Angele Kabeh Dino – Dino Rebo 

Ing Wulan Safar).73
 

Secara syariat Islam itu dibenarkan, tapi adat-istiadat menjadikannya 

sebuah pantangan yang harus di hindari dalam melaksanakan pernikahan 

tersebut. Safar adalah bulan yang dianggap pamali untuk mengadakan pesta 

perayaan, seperti hajat pernikahan. 

Menurut pak sahid selaku sesepuh di Desa Suci menyatakan bahwa 

penyebab adanya kepercayaan pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan 

Safar dalam masayarakat Suci adalah karena adanya pernyataan ulama 

terdahulu yang mengatakan turunnya musibah (bala’) di bulan Safar 

tersebut, Mitos bulan bencana ini juga diperkuat dengan cerita sejarah 
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 Pak fathul, Wawancara, Gresik, 29 April 2018. 
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 Mustakim dkk, Sejarah Cikal Bakal..., 18. 
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kehancuran masyarakat zaman dahulu. Sejak zaman dahulu bencana 

senantiasa diturunkan di bulan Safar. Beliau mengatakan ‚istilahnya itu ya 

kan begitu kepercayaan orang jawa terdahulu, padahalkan cuma satu hari 

(rabu akhir di bulan Safar) yang dinyatakan sebagai hari turunnya 320.000 

musibah (bala’). Lah, itu semua di katutno (dikaitkan) ke seluruh hari di 

bulan Safar.‛
74

 

Selain dalam hal pernikahan, ternyata pantangan yang sama juga 

dihindari oleh sebagian masyarakat ketika akan melakukam hal-hal yang 

besar seperti saat akan khitanan, bepergian keluar kota dan lain-lain. 

3. Akibat Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan Safar 

Safar adalah bulan kedua tahun Hijriah. Menurut masyarakat Desa 

Suci, bulan Safar adalah bulan kesialan, penuh bencana, penyakit, dan tidak 

baik bila melakukan penikahan pada bulan ini. Jika pernikahan tersebut 

tetap dilaksanakan, maka menurut keyakinan masyarakat setempat akan 

banyak petaka yang menimpa pelakunya. Diantaranya adalah terjadi 

percekcokan yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga 

pernikahannya tidak bertahan lama, menyebabkan sulitnya rezeki atau 

kemiskinan, bahkan bisa mengakibatkan kematian salah satu dari mempelai 

atau keluarganya.  

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang dilakukan adalah 

pernikahan untuk pertama dan terakhir, dan dalam pernikahan tersebut 

diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi dirinya maupun 
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bagi orang-orang yang ada disekitarnya. Dengan adanya pandangan yang 

menyatakan demikian, menimbulkan rasa takut di hati masyarakat Desa 

Suci untuk melakukan pernikahan di bulan Safar ini, sehingga mereka lebih 

memilih untuk melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan yang lainnya. 

Di sisi lain, masyarakat juga menganggap bahwa, jika ada seseorang 

yang melanggar pantangan nikah yang sudah dipercayai tersebut, maka 

masyarakat akan memandang sebelah mata terhadap mereka yang 

melanggar. Mereka dianggap telah menerjang aturan yang disepekati 

bersama sejak dahulu dan turun-temurun, dari satu masa ke masa. Mereka 

akan mengait-ngaitkan apabila terdapat sesuatu buruk menimpa pelaku 

dengan pantangan nikah yang dilanggarnya. 

Walaupun sudah membudaya hal ini tidak bersifat wajib mutlak, 

atrinya pernikahan tetap bisa dilaksanakan meskipun melanggar tradisi 

larangan nikah tersebut. Karena dalam hukum Islam, pernikahan tersebut 

tetap sah, hanya saja sacara adat akan dianggap sebagai hal yang 

menyimpang dan akhirmya berdampak pada hinaan dan celaan dari 

masyarakat sekitar. 

Selanjutnya hal serupa juga dikatakan oleh pak Fatah selaku 

penyuluh di KUA Manyar, bahwa hakikatnya larangan semacam itu tidak 

ada dalam aturan agama Islam. Murut beliau ‚larangan semacam itu 

tergantung orang yang menyikapi, apabila orang itu benar-benar meyakini 

apabila melanggar aturan itu akan terjadi bahaya, maka akan terjadi. Tetapi 

apabila manusia itu yakin bahwa hakikatnya yang membuat takdir itu 
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adalah Allah, maka insya Allah tidak akan terjadi apa-apa dan akan 

dipasrahkan semuanya kepada Allah.‛
75

 

Pandangan senada juga diungkapkan oleh pak Mutsabit, beliau 

mengungkapkan hal semacam itu kan tidak ada dasarnya, jadi cuma 

keyakinan-keyakinan mereka sendiri dan hanya keyakinan yang turun 

menurun dari orang tua-orang tua. Beliau juga sering menceritakannya 

pada warga masyarakat di Desa Suci, karena di antara warganya ada yang 

menikah di bulan Safar, bahkan bertepatan di hari rebo wekasan (hari rabu 

terakhir di bulan Safar). padahal rebo wekasan itu menurut keyakinan 

khususnya orang di Desa Suci itu adalah hari tempatnya Allah Ta’ala 

memberikan balak. 

Beliau menambahkan ‚lah itu bertepatan yang akan menikah di 

waktu rebo wekasan adalah salah satu keluarga saya, itupun menikahnya 

secara normal bukan karena ada penyebab lain yang mengharuskan untuk 

segera menikah. Bahkan waktu itu saya sarankan untuk tolong 

pelaksanaannya di pindahkan ke hari yang lain, bukan berarti saya ini takut 

akan terjadi sesuatu tapi karena alasan saya waktu itu menjadi panitia 

tahunan acara  tradisi peringatan rebo wekasan di Suci yang akan 

mengganggu waktu pelaksanaan akad nikahnya. Tapi dianya tetap kukuh 

untuk melaksanakan pernikahnya karena dari pihak calon besannya minta 

di laksanakan bulan Safar ini.‛ Lajut beliau dengan adanya pelaksanaan 

pernikahan di bulan Safar tersebut otomatis para tetangga-tetangganya itu 
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banyak yang niteni  pasti ada dari salah satunya atau keluarganya yang 

akan meninggal. Namun, saya sendiripun ikut niteni apakah keyakinan 

masyarakat itu sesaui dengan yang akan di alami oleh pasangan yng 

menikah tersebut. Dan sampai sekarang hubungan mereka baik-baik saja, 

berjalan harmonis dan bahkan dari segi ekonomipun di beri kecukupan oleh 

Allah Ta’ala.
76

 

Adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat tentang 

kepercayaan terhadap pantangan pernikahan di bulan Safar tersebut pada 

akhirnya berimplikasi pada terkotaknya masyarakat ke dalam 2 (dua) 

golongan, yaitu: 

a. Golongan pertama, sebagian dari tokoh masyarakat memahami 

pelaksanaan pernikahan di bulan Safar adalah sesuatu yang harus 

dihindari dan tidak boleh dilakukan. Sebagaimana pendapat dari pak 

Fuad yang menyakini tidak boleh melaksanakan pernikahan di bulan 

Safar karena sudah menjadi sebuah keyakinan dari ajaran orang tua-

orang tua terdahulu bahwa pernikahan tersebut dapat mendatangkan 

musibah bagi siapa saja yang tetap melakukannya. pak Junaidi juga 

berpendapat sama, beliau mengatakan pantangan tersebut telah tertulis 

dalam perhitungan bulan Jawa sebagai bulan yang tidak baik untuk 

melaksanakan hajatan. 

b. Golongan kedua, sebagian dari tokoh masyarakat tidak percaya dan 

bahkan tidak yakin sama sekali terhadap pantangan pelaksanaan 
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pernikahan di bulan Safar. Pak Ajma’in berpendapat hal tersebut adalah 

pemahaman keyakinan terhadap hanya bersifat mitos-mitos yang sangat 

bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pak Mutsabit juga 

berpendapat sama dan bahkan juga secara langsung menjadi saksi bahwa 

pernikahan yang dilaksanakan di bulan Safar tepatnya ketika rabu 

wekasan oleh salah satu keluarganya, tidak membuktikan bahwa dalam 

pernikahan tersebut akan membawa pengaruh yang buruk dalam 

kehidupan berumah tangganya. 

Dari berbagai alasan yang dijadikan dasar dan landasan masyarakat 

setempat sebagai pantangan pernikahan, semua itu adalah mempunyai 

tujuan yang baik. Karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya pernikahan 

itu adalah demi terwuujudnya bahtera rumah tangga damai. Oleh sebab itu, 

pantangan pernikahan di bulan Safar ini adalah suatu wujud bentuk kehati-

hatian dan kekhawatiran masyarakat dalam upaya menghindari sesuatu hal 

buruk yang menimpa di kemudian hari jika aturan pantangan ini dilanggar.  
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BAB IV 

ANALISIS PANTANGAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BULAN 

SAFAR DESA SUCI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pantangan Pelaksanaan 

Pernikahan di Bulan Safar Desa Suci 

Pernikahan merupakan hal yang di anggap sakral oleh manusia pada 

umumnya. Dengan adanya suatu pernikahan, rumah tangga dapat ditegakkan 

dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat yang 

berlaku. Oleh karena itu, masyarakat berusaha yang terbaik untuk 

mewujudkan pernikahan yang sakīnah, mawaddah, wa raḥmah. 

Faktanya, di tengah keutuhan masyarakat yang majemuk masih 

ditemukan aneka ragam pola kehidupan yang satu sama lain beda prinsip 

meskipun masih tergolong satu agama. Pola kehidupan yang berlaku 

dimasyarakat tersebut, sebenarnya banyak diwarnai oleh nuansa kehidupan 

tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya. 

Pada dasarnya tradisi sosial dapat dilihat dari aktualisasi Hukum Islam 

yang tertumpu pada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami 

pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat yang 

majemuk. Dalam pergumulan itu terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum 

Islam dengan kaidah lokal. Dengan kata lain, proses sosialisasi dan 

institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan 

kaidah-kaidah lokal yang dianut. Sehingga prinsip pantangan pelaksanaan 

pernikahan di bulan Safar yang dipertentangkan oleh masyarakat nantinya 
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akan beradaptasi dengan hukum Islam karena sebetulnya dalam agama tidak 

ada larangan mengenai pantangan pernikahan di waktu-waktu tertentu. 

Demikian, yang terjadi di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten 

Gresik mengenai adat yang masih dipegang dan ditaati yaitu pantangan 

menikah di bulan Safar yang betul-betul dijaga dan diyakini. Pantangan adalah 

perbuatan yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Apabila dikaitkan 

dengan pernikahan maka pantangan pernikahan adalah tidak melakukan 

pernikahan baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal ini 

dilakukan karena alasan kebiasaan ataupun keyakinan tertentu yang berakibat 

pada sangsi sosial baik didalam keluarga maupun masyarakat sekitar. Bulan 

Safar merupakan bulan kedua dalam penanggalan Hijriah. Yaitu, bulan kedua 

setelah Muharam dalam kalendar Islam (Hijriah) yang berdasarkan tahun 

Qamariyah (perkiraan bulan mengelilingi bumi). Secara etimologi, Safar 

dalam bahasa Arab yang memiliki sejumlah arti di antaranya ‚kosong, kuning, 

dan nama penyakit‛. 

Bulan ini dinamakan sebagai bulan Safar dalam pengertian ‚kosong‛ 

karena kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu meninggalkan tempat 

kediaman atau rumah mereka (sehingga kosong) pada bulan tersebut untuk 

berperang atau pun bepergian jauh. Pengertian Safar tersebut menunjukkan 

arti negatif. Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan kesan bahwa bulan 

Safar itu harus diwaspadai. masyarakat menganggap bulan Safar adalah bulan 

yang secara mitos di percaya oleh para orang tua-orang tua terdahulu sebagai 

bulan sial yang tidak baik untuk melakukan segala aktivitas, sehingga mereka 
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menunda atau menyegerakannya. Anggapan mengenai bulan Safar tersebut 

tidak hanya berdasarkan dari kepercayaan orang-orang terdahulu, tapi juga 

dari hal yang meraka pahami dari segi ajaran pemahaman agama dari para 

ulama terdahulu. 

Dalam praktik kasus pantangan pernikahan di bulan Safar, masyarakat 

berpedoman pada ilmu titen (ilmu hafalan) yang mereka pelajari dan 

diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, dengan mengacuh 

kepada peristiwa yang bersesuaian terjadi, yaitu sesuatu yang tidak diinginkan 

setelah melaksanakan pernikahan di bulan Safar. 

Menurut hemat penulis, apa yang menjadi pijakan masyarakat terhadap 

bulan Safar sebagai bulan sial yang tidak baik untuk melakukan segala 

aktivitas terlebih dalam pelaksanaan pernikahan adalah adanya penyimpangan 

atau pemelintiran dalam pemahaman hukum. Seperti yang telah di paparkan 

dalam bab sebelumnya yang mengutip dari buku ‚Sejarah Cikal Bakal Desa 

Suci dan Budaya Rebo Wekasan‛, mengenai pernyataan Assyeikh Abi 

Muhammad Miftah Abd. Khanan Ma’sum pengasuh ponpes fathul ulum 

Kewagean Pare Kediri. Dalam kitabnya yang bernama "Majjemu’at Sullamul 

Futukhat‛, yang menerangkan sebagian ulama ahli ma’rifat ahli kasab 

wattamkin (ulama yang terbuka mata hatinya). sesungguhnya balak / bencana 

/ penyakit itu di turunkan tiap tahun 320.000 macam balak dan di turunkan 

pada hari rabu akhir / wekasan / pungkasan dalam bulan Safar, maka pada hari 

itu adalah hari na’as (Dino Kang Luwih Berate Lan Angele Kabeh Dino – 

Dino Rebo Ing Wulan Safar). 
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Memang di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai 

bulan Safar adalah bulan dimana Allah menurunkan balak dan cobaan serta 

musibah di bumi. Akan tetapi perlu diketahui, bahwa musibah-musibah 

tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan qadha’ dan qadar Allah SWT. 

Bukan karena sesuatu yang lain dari makhluk Allah SWT, akan tetapi semua 

hal tersebut adalah sesuai dengan qadha’ dan qadar Allah SWT. 

Dalam Al-Qur’an maupun hadist memang tidak ada larangan menikah 

pada bulan Safar. Larangan tersebut adalah hukum adat. Kebiasan yang telah 

dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat Desa Suci. Adat yang bisa 

dijadikan hukum tentunya adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

Dari sisi kekuatan hukum, kebenaran hukum adat tersebut masih belum pasti. 

Bisa saja adat tersebut masih belum pasti. Bisa saja adat tersebut cocok bisa 

juga tidak cocok. Berbeda dengan hukum atau aturan sudah termasuk dalam 

al-Qur’an dan hadits, yang merupakan aturan dari Allah dan kebenarannya 

sudah pasti, tidak bisa dibantah lagi. 

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh responden hanya pandangan 

yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat 

akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga 

sekarang, serta menjadi warisan tradisi bagi masyarakat Desa Suci. Tradisi 

tersebut telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung oleh kejadian 

yang bersesuaian secara kebetulan dan di kaitkan dengan akibat bagi orang-

orang yang melanggar tradisi tersebut. 
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Hal senada juga di jelaskan pak Fathul dalam pernyataannya : ‚Islam itu 

mentoleransi, karena orang itu kalau tidak yakin lebih baik tidak 

dilaksanakan. Tetapi jangan sampai di I’tiqodi (diimani). Maksutnya adalah 

kalau melakukan pernikahan pada bulan Safar selalu bahaya, padahal yang 

membuat bahaya itu Allah SWT. Begitu juga sebaliknya yang membuat tidak 

beruntung itu pula adalah Allah SWT. Misalnya seperti ini, kalau dilihat dari 

aturan hari itu memang ada yang baik. Diantara sayyidul ayyam itu adalah 

hari jum’at. Itu merupakan suatu pendapat, tetapi itu menurut pendapatnya 

Sayyidina Ali. Hari apa saja kalau digunakan untuk ibadah itu baik. Sekalipun 

itu hari jum’at kalau digunakan maksiat tetap saja tidak baik. Pada pernikahan 

juga seperti itu, menikah itu memang hari yang paling baik adalah hari jum’at. 

Jika memang itu melakukan kebaikan hari apa saja boleh, bahkan hari yang 

baik kalau digunakan maksiat ya tetap tidak baik. Maka dari itu Islam 

memberi batasan, tetapi Islam ya punya rambu-rambu yang baik‛.
77

 

Perlu diketahui, bahwa setiap pasangan suami istri pasti mendambakan 

keluarga sakīnah, mawaddah, wa raḥmah, rumah tangga yang diliputi 

kedamaian, ketenangan dan penuh kebahagiaan. Akan tetapi, membina 

keharmonisan rumah tangga tidaklah mudah, tidak selamanya berada dalam 

titik aman. Suatu saat pasti ada yang namanya masalah dan perselisihan. Itu 

merupakan hal yang wajar dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran 

terhadap tradisi pantangan nikah di bulan Safar. Namun juga tidak sulit asal 

ada kemauan dari masing-masing pasangan untuk saling berkomitmen 
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menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagai akibat melanggar tradisi 

larangan nikah di bulan Safar tidak dapat dibenarkan. 

Menurut pak sahid ketika di singgung mengenai kenyakinan masyarakat 

Desa Suci yang memberikan pantangan melaksanakan pernikahan di bulan 

Safar sedangkan dari segi pendidikan keagamaan di Desa Suci yang terdapat 

banyak sarana pendidikan pondok pesantrennya, beliau mengatakan: 

‛penyebab masih kentalnya pemahaman masyarat menghindari hajatan di 

bulan Safar adalah karena kurangnya kepedulian orang-orang yang lebih 

paham mengenai itu untuk meluruskannya, memberi informasi ke umatnya 

seperti para ustaz-ustaz, kyai-kyai dan lainnya. Kalau menurut orang jawa 

Salah kaprah,bener gak lumrah. Jadi mestinya di terapkan betul hukum itu 

bagaimana, supaya para generasi-generasi selanjutnya itu tidak selalu 

melanjutkan kesalahan.‛ 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pantangan Pelaksanaan Pernikahan di Bulan 

Safar Desa Suci 

Pada masyarakat Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 

tedapat pantangan melaksanakan pernikahn di bulan Safar sampai saat ini 

masih diyakini oleh masyarakat karena pantangan melaksanakan pernikahan 

di bulan Safar merupakan adat yang telah ada sejak lama, pantangan ini lahir 

dan disepakati sebagai hukum adat yang mana hal ini merupakan hasil yang 

tewujud dari hasil keilmuan sesepuh di Desa Suci. Masyarakat Desa Suci 

sebagian besar masih percaya dan masih menjalankan adat untuk tidak 
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melaksanakan nikah pada bulan Safar, karena mereka takut terjadi sesuatu hal 

yang tidak di inginkan sebab menyalahi tradisi. 

Apakah perilaku generasi-generasi dahulu justru karena tumbuh dengan 

tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sehingga dipercaya 

hingga saat ini, maka untuk menjawab itu cukup dikisahkan Allah dalam Al-

Qur’an Ash-shāfāt ayat 69-74:
78

 

لَهُمْ أَكْثَ رُ ٠ٓ( فَ هُمْ عَلٰى اٰثٰرىِِمْ يُ هْرَعُوْنَ )٩١إِن َّهُمْ ألَْفَوْا اٰباَءَىُمْ ضَالِّيَْْ ) ( وَلَقَدْ ضَلَّ قَ ب ْ

نْذِريِْنَ )٠ٕ( فاَنْظرُْ كَيْفَ كَ انَ عَاقِبَ  الْمُنْذَريِْنَ )٠ٖ(  ۙ َ )٠ٔ( وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّ لِيَْْ   الَْْوَّ

)٠ٗ(  ۙ وِ الْمُخْلَصِيَْْ   إِلََّ عِبَادَ اللّٰ

Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat, 

Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak (nenek moyang) mereka. 

Dan sungguh, sebelum mereka (suku Quraisy), telah sesat sebagian besar dari 

orang-orang yang dahulu, dan sungguh, Kami telah mengutus (rasul) pemberi 

peringatan di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang 

diSucikan (dari dosa). 

 

Agama sangat menekankan agar tidak setiap kabar yang didengar atau 

dilihat diterima begitu saja tanpa ada sikap bertanya apa, kenapa dan 

bagaimana menurut Islam, apabila itu berkaitan dengan keyakinan nenek 

moyang yang terdahulu, maka jangan sampai tergesa-gesa dalam memutuskan 

masalah baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya hingga jelas benar 
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permasalahannya. Allah Swt. juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 

170:
79

 

نَا عَلَيْوِ آباَءَناَ أوََلَوْ كَانَ  آباَؤُىُمْ  وَإِذَا قِيلَ لََمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَْ زَلَ اللَّوُ قاَلُوا بَلْ نَ تَّبِعُ مَا ألَْفَي ْ

(٠۰ٔ)لََ يَ عْقِلُونَ شَيْئًا وَلََ يَ هْتَدُونَ   

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‚ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah,‛ mereka menjawab, ‚(tidak!) kami mengikuti apa yang kami dapati 

pada nenek moyang kami (melakukannya).‛ Padahal, nenek moyang mereka 

itu tidak mengetahui apapun, dan tidak mendapat petunjuk. 

Kepercayaan terhadap bulan Safar, mayoritas mereka anggap sebagai 

ajaran agama, hanya sebagian kecil yang menganggap pendapat ulama 

terdahulu/tradisi orang tua dahulu. mengutip dari buku ‚Sejarah Cikal Bakal 

Desa Suci dan Budaya Rebo Wekasan‛, mengenai pernyataan Assyeikh Abi 

Muhammad Miftah Abd. Khanan Ma’sum pengasuh ponpes fathul ulum 

Kewagean Pare Kediri. Dalam kitabnya yang bernama "Majjemu’at Sullamul 

Futukhat‛, yang mengatakan bahwa bulan Safar adalah bulan diturunkannya 

bala yang akan dibagikan sepanjang tahun. 

Didalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu al-Qur’an 

maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari yang di syariatkan 

dalam pernikahan, dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa 

untuk melaksanakan pernikahan, untuk hal-hal yang seperti ini diserahkan 

kepada masing-masing masyarakat yang mempunyai hajat yang akan 

melaksanakan. Jadi setiap orang bisa menentukan atau menetapkan hari, bulan 
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yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Maka dari itu kita harus tau 

hukum Islam mengenai pernikahan seperti halnya dasar penikahan yang ada 

dalam Al-Qur’an surah An-Nūr ayat 32: 

الِِِيَْ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُ قَراَءَ يُ غْنِهِمُ  وَأنَْكِحُوا الْياَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

(ٕٖاللَّوُ مِنْ فَضْلِوِ وَاللَّوُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )  

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 

laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. 

Adapun sebuah hadis untuk melengkapi dasar hukum nikah 

sebagaimana Hadis Nabi SAW: 

 

بَا بِ عَنْ عَبْدِ الرَحْْنَ بِنْ يَ رْيدَ قاَل : فَ قَال لنََا  اللَّوُ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ياَ مَعْشَراَلشَّ

اسْتَطعََاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَفَ لَيَتَ زَوَّجَ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعُ فَ عَلَيْوِ باِلصَّوْمِ فاَِنَّوُ لَوُ مَنِ 

  وِجَاءُ )رواه البخاري(

Dari ‘Abdillaj Ibn Yaryid berkata Rasulullah SAW. Bersabda: ‚Hai para 

pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka 

kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa 

itu baginya akan mengekang syahwat.
80

 

Jadi dapat disimpulkan dari ayat Al-Qur’an dan Hadis diatas bahwa 

pernikahan itu tidak harus menentukan waktu hari dan bulan untuk 

melaksanakan pernikahan. Jika ada laki-laki yang ingin menikah dan telah 

mampu melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuknya dan apabila 
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ingin menikah dan tidak mampu untuk melaksanakanya maka hendaklah 

berpuasa, sebab dapat meredam syahwatnya. Sedangkan yang terjadi di 

masyrakat di Desa Suci, para masyarakat mewanti-wanti (mengamanatkan) 

untuk tidak melaksanakan pernikahan pernikahan dibulan Safar, hal ini  

karena sudah mendarah daging dari orang-orang terdahulu. 

Dalam hal ini yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu bab 2 

tidak ditemukannya larangan pelaksanaan nikah pada bulan Safar di Desa 

Suci. Maka dari itu penulis mengembalikan permasalahan tersebut kepada 

kaidah Fiqih, mengenai bagaimana kedudukan ‘urf dalam kaitannya dengan 

pantangan pelaksanaan nikah di bulan Safar di Desa Suci Kecamatan 

Manyar. 

Seperti yang telah di paparkan dalam bab 2 sebelumnya mengenai 

definisi  

Keberadaan dalil sebagai pijakan yang mendasari suatu ketetapan 

hukum mutlak harus diperhatikan dan tidak bisa diabaikan. Jika dilihat dari 

segi keberadaannya, maka dalil dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu: 

a. Al Adillah Al Ahkam Al Manshushah atau dalil-dalil hukum yang 

keberadaannya secara tekstual terdapat dalam nash. Dalil-dalil hukum 

yang dikategorikan kepada bagian ini adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah 

atau disebut pula dengan dalil naqli. 

b. Al Adillah Al Ahkam ghoirul Manshushah atau dalil-dalil hukum yang 

scara tekstual tidak disebutkan oleh nash Al-Qur’an dan As-Sunnah. 
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Dalil-dalil ini dirumuskan melalui ijtihad dengan menggunakan 

penalaran ra’yu dan disebut pula dengan dalil aqli. 

Dalam masalah ini, kepercayaan masyarakat Desa Suci terhadap 

pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar di percaya sejak dahulu 

oleh para orang tua-orang tua terdahulu sebagai bulan sial yang tidak baik 

untuk melakukan segala aktivitas, sehingga mereka menunda atau 

menyegerakannya. Anggapan mengenai bulan Safar tersebut tidak hanya 

berdasarkan dari kepercayaan orang-orang terdahulu, tapi juga dari hal 

yang meraka pahami dari segi ajaran pemahaman agama dari para ulama 

terdahulu. Dalam pembagian dalil, kondisi ini termasuk Al Adillah Al 

Ahkam ghoirul Manshushah yang bersumber dari ‘urf.  

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penilitian, maka 

untuk menetapkan suatu hukum dengan metode ‘urf, perlu ditinjau dengan 

tiga kategori ‘urf. Yang pertama dari segi obyeknya, kedua dari segi ruang 

lingkup penggunaannya dan ketiga dari segi keabsahannya. 

1. Dari segi obyeknya,‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. ‘Urf al-lafdhi yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan 

ungkapan atau lafal tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. 

b. ‘Urf al-‘amalī yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 

perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan.
81

 

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf dibagi menjadi dua macam, 

yaitu: 
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a. ‘urf al-‘ām yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum di 

masyarakat dan di seluruh daerah.
82

 

b. ‘urf al-khās, yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus dalam 

suatu masyarakat.
83

 

3. Dari Segi Keabsahannya,‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. ‘urf al-saḥīh, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak 

bertentangan dengan dalil shara’.84
 

b. ‘urf al-fāsid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi 

bertentangan dengan shara’.85
 

‘Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan 

hukum shara’ apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan berikut, 

yaitu:
86

 

1. ‘urf yang dilaksanakan itu harus masuk pada ‘urf yang saḥīh dalam arti 

tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan sunnah. 

2. ‘urf itu harus bersifat umum dan merata. 

3. ‘urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus sudah 

ada dan berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. 

4. ‘urf itu harus bernilai manfaat dan dapat diterima oleh akal sehat. 

Menurut penulis, penerapan ‘Urf dalam pantangan pelaksanaan 

pernikahan di bulan Safar di Desa Suci merupakan tradisi yang sesuai 
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dengan syarat-syarat diterimanya ‘urf, sehingga tradisi ini boleh dikerjakan 

oleh masyarakat di Desa Suci. 

Pertama, jika dilihat dari segi keabsahannya pantangan pelaksanaan 

pernikahan di bulan Safar di Desa Suci termasuk kategori ‘Urf Shahih yaitu 

sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil 

syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula 

membatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi pantangan pelaksanaan 

pernikahan di bulan Safar di Desa Suci ini sudah dikenal dan sebagian besar 

masyarakat Desa Suci melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil syara’ ataupun tidak menghalalkan yang 

haram dan mengharamkan yang wajib. karena memang secara keseluruhan 

masyarakat Desa Suci menganut agama Islam, hanya saja masyakat Desa 

Suci yang dipraktekan oleh orang tua-orang tua dulu dalam hal menentukan 

hari, bulan dan tahun dalam hal pelaksanaan acara-acara besar itu cukup 

selektif terutama dalam pelaksanaan pernikahan. Sebab orang tua-orang tua 

terdahulu hanya ingin mewujudkan sifat kehati-hatian dalam memilih yang 

menurut mereka baik agar rumah tangga mereka kelak tidak akan ada 

masalah dikemudian harinya. 

Kedua, jika dilihat dari segi obyeknya, pantangan pelaksanaan 

pernikahan di bulan Safar di Desa Suci termasuk kategori Urf al-‘amalī 

karena tidak seluruh masyarakat di Desa Suci melaksanakan tradisi ini, 

Namun semua itu adalah pilihan masing-masing orang yang akan 

melaksanakan pernikahan. tradisi yang terjadi di masyarakat di Desa Suci 
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hanya sebatas mewanti-wanti (mengamanatkan) para masyarakat untuk 

tidak melaksanakan pernikahan pernikahan dibulan Safar, bukan sebuat 

tradisi yang wajib mutlak dengan tegas melarang adanya pernikahan di 

bulan Safar. Hal ini di buktikan dari pernyataan pak Mutsabit selaku Kasi 

Kesra di Desa Suci, menyaksikan bahkan membantu pelaksanaan 

pernikahan warganya yang mekiah di bulan Safar dan apa yang selama ini 

dipercaya oleh masyarakat tidak terjadi kepada pasangan tersebut. 

Jadi masyarakat masih kurangnya pemahaman mengenai apa itu 

hukum Islam yang telah diterapkan di dalam pernikahan yang telah terjadi 

di Desa Suci, padahal sudah dijelaskan diatas mengenai apa itu nikah 

sendiri dan larangan apa yang ada dalam pernikahan. Jadi masyarakat di 

Desa Suci memehami pernikahan itu sendiri hanya berpedoman dengan 

menggunakan adat yang telah menjadi kebiasaan dan masih belum 

mengerti apa yang ada di dalam hukum Islam mengenai pernikahan. 

Ajaran Islam sebenarnya tidak mengenal pantangan pelaksanaan di 

bulan tertentu, Yang ada adalah jika memang sudah siap menikah, umur 

terus bertambah, mental sudah siap maka tidak ada alasan lain yang bisa 

menghalangi proses untuk menyegerakan pelaksanaan pernikahan. Karena 

menyegerakan pernikahan adalah lebih berdasarkan pada kemaslahatan 

dan kemafsadatan bersama. 

Selain itu, adanya tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menjadi 

pertimbangan. Keberadaan mereka dapat menjadi sarana untuk merubah 

pola pemahaman masyarakat perlahan namun pasti berubah, bahwa 
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musibah-musibah tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan qadha’ dan 

qadar Allah SWT. Bukan karena sesuatu yang lain dari makhluk Allah 

SWT, akan tetapi semua hal tersebut adalah sesuai dengan qadha’ dan 

qadar Allah SWT.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Di bab terakhir ini setelah penyusun menguraikan beberapa masalah 

pokok yang ada dalam masyarakat di Desa Suci mengenai pantangan 

pelaksanaan pernikahan di bulan Safat, akhirnya penyusun dapat mengampil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut tokoh masyarakat di Desa Suci hal ini hanyalah pandangan yang 

bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat 

akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga 

sekarang. Pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar yang diyakini 

oleh masyarakat Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, muncul 

karena adanya beberapa faktor yaitu: mengikuti adat istiadat orang tua-

orang tua terdahulu. Serta menganggap bulan Safar adalah bulan kesialan, 

penuh bencana, penyakit, dan tidak baik bila melakukan penikahan pada 

bulan ini sehingga mereka menunda atau menyegerakannya. Ketidak 

beranian masyarakat dalam melanggar pantangan pelaksanaan pernikahan 

di bulan Safar bukan berarti masyarakat tersebut mengimani pantangan 

tersebut. 

2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif hukum Islam dengan 

menerapkan ‘urf ke dalam kepercayaan masyarakat terhadap pantangan 

pelaksanaan pernikahan  di bulan Safar, maka pantangan ini adalah suatu 
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adat bisa di terima karena dalam pantangan pelaksanan pernikahan di bulan 

Safar di Desa Suci merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat di 

terimanya ‘urf, sehingga tradisi ini boleh dikerjakan oleh masyarakat di 

Desa Suci. Hal ini berdasarkan dua aspek yaitu : 

a. Pertama, jika dilihat dari segi keabsahannya pantangan pelaksanaan 

pernikahan di bulan Safar di Desa Suci termasuk kategori ‘Urf Shahih. 

karena memang secara keseluruhan masyarakat Desa Suci menganut 

agama Islam, namun mereka hanya ingin mewujudkan sifat kehati-

hatian dalam memilih yang menurut mereka baik agar rumah tangga 

mereka kelak tidak akan ada masalah dikemudian harinya. 

b. Kedua, jika dilihat dari segi obyeknya, pantangan pelaksanaan 

pernikahan di bulan Safar di Desa Suci termasuk kategori Urf al-‘amalī. 

tradisi yang terjadi di masyarakat di Desa Suci hanya sebatas mewanti-

wanti (mengamanatkan) para masyarakat untuk tidak melaksanakan 

pernikahan pernikahan dibulan Safar, bukan sebuah tradisi yang wajib 

mutlak dengan tegas melarang adanya pernikahan di bulan Safar. 

B. Saran 

1. Masyarakat Desa Suci hendaknya memahami secara benar tentang syarat 

nikah dan larangan pernikahan dalam hukum Islam, sehingga lebih luas 

pemahaman dan pengetahuan dalam hal perkawinan. Agar bisa 

membedakan mana yang patut diikuti dan tidak. 

2. Tokoh agama, kaum akademik sebagai panutan masyarakat hendaknya 

meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar terhadap 
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tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga, dapat memilah dan memilih 

mana tradisi yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang tidak 

seharusnya untuk dilestarikan. 

3. Masyarakat harus sadar bahwa hukum adat adalah produk manusia 

sedangkan hukum Allah adalah ketentuan yang berasal dari Allah, sehingga 

hukum adat tidak dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesain 

persoalan. 
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